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BUPATI PURWOREJO,

bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009 dapat
berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu
disusun Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3833);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 25);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 212,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);



15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585):

17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembtnan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

18Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

22 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan
Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4218);

23. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;



Menetapkan

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2009;

27.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 153 Tahun 2008
Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2009;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007
Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 1);

30. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Purworejo Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2008 Nomor 12);

31. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2009 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN
2009

BAB | KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Purworejo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD.
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
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Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, yang

selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purworejo.

7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah.

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung
jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11-Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
perangkat daerah pada Pemerintah  Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

12.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. yang selanjutnya disingkat
SKPKD, adalah DPPKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang,
yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

13.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

14 .Koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah Sekretaris Daerah.

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD,
adalah Kepala DPPKAD vyang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

16.Bendahara Umum Daerah. yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

18.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.

19.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

20. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD,
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
Bendahara Umum Daerah.

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

22.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK,

adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
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23.Bendahara penerimaan adalah staf yang ditunjuk untuk menerima.
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

24 Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

25.Bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran
pembantu adalah staf yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan tugas
kebendaharaan Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran
dalam pelaksanaan anggaran pada SKPD.

26.Entitaspelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Ilaporan
keuangan.

27.Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

28.Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

29.Tim Anggaran Pemerintah Daerah. yang selanjutnya disingkat TAPD.
adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri
dari Pejabat Perencana Daerah. PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

30 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. yang selanjutnya disingkat RKA-

=- :e-:5-:23"'3" yang berisi

program dan kegiatan SKPD serta
iAPBD. ~

jram yang akan atau telah

anggaran dengan kuantitas dan

kepemerintahan dibidang tertentu yang

ii tujuan pembangunan.
fangsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak
dan/atau susunan pemerintahan untuk
fungsi-fungsi  tersebut yang menjadi
rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan

~28.2'2'3.
penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang
lebii kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
; mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. da
n program yang dilaksanakan oleh satu atau
pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
paatotan dan teknologi, dana atau kombinasi dari
ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.



36.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keiuaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

37.Kekiaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

38. Hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keiuaran
dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

39 Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
drtentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

40.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerati dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

41. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk kas daerah.

42.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

43.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan daerah.

44 Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan daerah.

45. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah
dan belanja daerah.

46.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan dan
belanja daerah.

47. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

48Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA,
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama
satu periode anggaran.

49Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

50 Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

51.Utang Daerah adalah jumlah yang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah
:a- atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
:e':as3 Kan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah.

52.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan
. ~ e ~ e ' ukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahun anggaran.

53 Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis
Sepel'ti bunga. deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya
>e~ -zz= :=:=: -eningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
peiayanan kepada masyarakat.
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:-,~e" “elaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD. adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPPKAD selaku
Ee-:a~a'a Umum Daerah.

|:- ~5~ Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD. adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
cengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD, yang selanjutnya
disingkat DPPA-PPKD, adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh DPPKAD selaku BUD.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan arus kas Kkeluar untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
setiap periode.

Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai
dasar penerbitan SPP.

60.Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah

61.

62.

53

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP, adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan
uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (rvoivingg yang tidak
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU, adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU,
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD
yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran
langsung dan uang persediaan.

S'- _angsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang
: 5 <an oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
=":s_-g <epada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat

‘e- -:=- -erja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
:T-_--_-a- dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan
<e- ~ T,

=e"itah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah
dtafcumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-



56 Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat
SPM-UP. adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk
i-e-e-r-.a- 5=2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD vyang
- i-e-c-ao- sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

67 Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya

:*a SPM-GU. adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
a—Van untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
. a': :ananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah
z e a- iakan.

68 Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya
disingkat SPM-TU, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu wuang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan.

69. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS,
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga.

70.Qure»t Perintah Penoairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar penoairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

n.Keruglan Daerah adalah perbuatan melanggar hukum atau melalaikan
kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang
mengakibatkan kerugian bagi Daerah yang berupa uang atau surat
berharga lainnya dan barang milik Daerah.

72.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah
SKPD/. Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purworejo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas.

73.Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

74.Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki
dan/atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak beserta bagian-bagiannya
ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dimiliki, dihitung,
diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan kecuali uang dan
surat berharga lainnya.

75.Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP, adalah Unit
Layanan yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pemilihan
penyedia barang/jasa dengan Sekretariat Unit berkedudukan pada SKPD
yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.



BAB Il RUANG
LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
H~eliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, koordinator pengelolaan
keuangan daerah, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan Kkas,
oenatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan
pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, pengelolaan keuangan BLUD,
pengaturan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang daerah dan
penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB lli

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

(1) Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

c. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;

d. menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;

e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan
daerah;

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan

piutang daerah;

g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik
daerah; dan

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan
dan memerintahkan pembayaran.

(3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
b. Kepala DPPKAD selaku PPKD; dan
c. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
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(4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d'*apkan

“ dinga’n Keputusan Bupati berdasarkan prinsip P°"'"° AR A e o

antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau
mengeluarkan uang.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berkaitan dengan
peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
termasuk pengelolaan keuangan daerah.

(2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi
di bidang :

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;

c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

d. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD, Perubahan APBD,
dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas
keuangan daerah; dan

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Sekretaris Daerah mempunyai tugas :

memimpin TAPD;

menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan

melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

© a0 oD

(4) Koordinator  pengelolaan keuangan daerah  bertanggungjawab atas
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 5

) Kepala DPPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
C3>*«»ufb mempunyai tugas :
i dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
i rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;



c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi BUD;

e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD; dan

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Bupati.

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufd berwenang :

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan SPD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama

Pemerintah Daerah;

melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barang milik daerah.

o0 oo

(3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan DPPKAD selaku Kuasa
BUD.

(4) PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 6

(1) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;

d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD:

g. menyimpan uang daerabh;

h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/
menatausahakan investasi daerah;

i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna
Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;

j.  melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;

k. melakukan pengelolaan utang; dan

I. melakukan penagihan piutang daerah.

(3) Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
12



Pasal 7

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan DPPKAD untuk
melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a.

b.
C.
d

0]

menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama
Pemerintah Daerah;

melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerabh;
menyajikan informasi keuangan daerah; dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barang milik daerah.

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pasal 8

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf ¢ mempunyai tugas :

a.
b.
c.

d.

¢

© o

menyusun RKA-SKPD;

menyusun DPA-SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakuan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;

. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan,

pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa SKPD yang
dipimpinannya;

mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada
Bupati dengan Berita Acara Penyerahan;

~e-a-:3:a-gan Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dimulai;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

menandatangani SPM:

. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang

dipimpinnya:

mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya:

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati:

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
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Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Pasai 9

(1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas
dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala
Bidang/Kepala Bagian pada SKPD selaku Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD,
besaran jumlah uang yang dikelola, beban Kkerja, lokasi, kompetensi,
rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

(4) Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang dilimpahkan
kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
. ~e-g3dakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
a-::="'3~",,.9 ..i,, Mtetapkan;

menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan

g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggara lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

-~ O

(5) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya
HfKHto BtVggir® Anggaran/ Pooggima Barang.

Bagian Keenam
Pejabat Petaksana Teknis Kegiatan SKPD
Pasal 10
(1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan
kegis<an menunjuk pejabat/pegawai pada SKPD selaku PPTK.
(2) Penunjukan pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban

«5"3 i'5s 23" 3i3u rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
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; -PTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
seoagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

(4) PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang.

(5) PPTK mempunyai tugas :
a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan yang meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen
administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

;6) Pejabat/pegawai yang dapat ditunjuk sebagai PPTK adalah Pejabat
Struktural Eselon IV, Pejabat Fungsional setingkat Eselon IV atau Staf yang
mempunyai kapasitas, kapabilitas dan integritas selaku PPTK.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD,
Keoala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
* e.angan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.

1 ----SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

= -eneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan/atau jasa yang
2 sampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh
PPTK;
-eneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan
tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang
: :etapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan
. e- 3endahara Pengeluaran;

¢ melakukan verifikasi SPP;

d. menyiapkan SPM;

T -5 3«<ukan verifikasi harian atas penerimaan;

I  melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- e-. apkan laporan keuangan SKPD.

0) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas

-T =+_+=- pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau
PPTK
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Bagian Kedelapan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 12

(1) Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau
Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.

(2) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah staf pada SKPD bersangkutan yang ditunjuk
untuk melaksanakan tugas tersebut.

(3) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran baik secara
langsung  maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak
sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan, serta membuka
rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga
keuangan lainnya atas nama pribadi.

(4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 13

(1) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1), maka Pengguna Anggaran mengajukan usulan penetapan
penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara
Pengeluaran Pembantu kepada Bupati.

(2) Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu hanya dapat ditunjuk pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Penerimaan Pembantu
dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggungjawab kepada
Pengguna Anggaran.

BAB IV

PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
Azas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 14

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan
iirusan Pemerintahan Daerah dikelola dalam APBD.
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Se:s: SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima
re — acatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan
;M-.=sarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai
:e-gb5iuaran. kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening Kas
Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

(5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi
untuk setiap pengeluaran belanja.

(6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Belanja jika untuk
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

(7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika
dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan
Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah
untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah,
efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Paragraf 1
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 15

(1) PPKD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan
Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala
SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD.

(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian
sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan
untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap
SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling
lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
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Pasal 16

(1)TAPD melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD yang telah
dserahkan kepada PPKD bersama-sama dengan Kepala SKPD paling lama
15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD.

2 Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD
mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris
Daerah.

(3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Kepala SKPD dan Satuan Kerja Pengawasan Daerah
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

(4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

Paragraf 2
Anggaran Kas

Pasal 17

(1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan
anggaran kas SKPD.

(2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan
DPA-SKPD.

(3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan
dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 18

(1)PP KD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah guna
mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam
DPA-SKPD yang telah disahkan.

(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus
kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar
yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap
periode.

(3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Daerah diatur oleh
Bupati.
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 19
1 Semua pendapatan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
(2) Setiap pendapatan hams didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
Pasal 20

(1)SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau
kegiatannya berdampak pada pendapatan daerah wajib mengintensifkan
pemungutan dan penerimaan.

(2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah.

Pasal 21

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk
apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat
dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan
barang/jasa, termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain
sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari
hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan Ilainnya, merupakan
pendapatan daerah.

Pasal 22
(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan
pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang

terjadi dalam tahun yang sama.

(2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hams
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 23
Semua pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang

sah dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai
pendapatan daerah.
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Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 24

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD hams didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah.

1 3ukti atas setiap pengeluaran belanja atas beban APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari pejabat yang
berwenang.

(3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (2)
bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan
bukti dimaksud.

Pasal 25

(1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan
diundangkan dalam Lembaran Daerah.

(2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

(3) Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara
terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti
belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

(4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan
dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

(5) Belanja yang Dbersifat mengikat dan belanja yang bersifar wajib
sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 26
(1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada
pembahasan KUA.

(4) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.
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Pasal 27

(1) Daerah dapat memberikan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan
keuangan kepada kelompok masyarakat/perorangan dan organisasi
kemasyarakatan.

2) Subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

(3) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang
diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaannya kepada Bupati.

(4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan
sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam
APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam
dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan
dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1
(satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.

(2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh instansi/lembaga yang
terkait setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta
menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan
yang telah didanai dari Dinas/Instansi lain, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

(3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat
bertanggungjawab  atas penggunaan dana tersebut dan wajib
menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan
Bupati.

(4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk
tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan
pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
<Spungutnya ke rekening Kas Negara pada bank yang ditetapkan sebagai bank
;e'se:s a:au pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan
»= :=ng-undangan.
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Pasal 30

;== 'eacaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang
. -e ¢ a oleh Bendahara Pengeluaran.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

Pasal 31

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan

penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

a. menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada
realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran
belum diselesaikan.

Pasal 32

(1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, didasarkan pada DPA-SKPD yang telah
disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD)
tahun anggaran berikutnya.

(2)Guna mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun
keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun
anggaran berjalan.

(3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih
dahulu dilakukan pengujian terhadap:
a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan
SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
b. sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan
c. SP2D yang belum diuangkan.

(4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan
penyelesaian pembayaran.
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(5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran
berkenaan; dan
b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan Kkarena
kelalaian Pengguna Anggaran/Barang atau rekanan, namun karena
keadaan kahar (force  majour).

Paragraf 2
Dana Cadangan

Pasal 33

(1) Guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan
dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana
cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Dana Cadangan.

(3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan
telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

(4) Guna pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening
Kas Umum Daerah.

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi
sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana
Cadangan.

(6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan
Surat Perintah Pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

(7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana
cadangan vyang masih tersisa pada rekening dana cadangan,
dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

(8) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana
cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.
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Pasal 34

(1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan
belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat
dtempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko
rendah.

1 °“enerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan
dalam portofilio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah
dana cadangan.

(3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
deposito;

Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

Surat Perbendaharaan Negara (SPN);

Surat Utang Negara (SUN); dan

surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

®o0 oo

(4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana
cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan program/kegiatan
lainnya.

Paragraf 3
Investasi
Pasal 35

(1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan
modal (investasi) daerah.

(2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada
rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).
Paragraf 4
Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
Pasal 36

(1) Penerimaan pinjaman daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

(2) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak
lain.

(3) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh
dijadikan jaminan pinjaman daerah.

(4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah
yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi
daerah.
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Pasal 37

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi
daerah.

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan
kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.

(2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas :
a. jumlah penerimaan pinjaman;
b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan
C. sisa pinjaman.

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau
obligasi daerah yang telah jatuh tempo.

(2)Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/Perubahan APBD tidak
mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). Bupati dapat melakukan pelampauan pembayaran
mendahului perubahan atau setelah Perubahan APBD.

Pasal 40
(1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah
sebelum Perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan
awal Perubahan APBD.
(2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah
setelah Perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi
anggaran.

Pasal 41

(1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang
dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo.

(2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada
rekening belanja bunga.

(3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada
rekening belanja bunga.

(4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada
rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
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Pasal 42
(1) Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
mengatur:
a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk
kebijakan pengendalian resiko;
perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah;
penerbitan obligasi daerah;
penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
penjualan obligasi daerah sebelum jatuh tempo;
pelunasan; dan
aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar berdana ke pasar
sekunder obligasi daerah.

@ "0oao0oC

(3) Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 5
Piutang Daerah

Pasal 43
(1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

(2) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau
tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Pasal 44

(1) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada
saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang
retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat
diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Piutang daerah dapat dihapus dari pembukuan dengan penyelesaian secara

mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam
peraturan perundang-undangan.
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(3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh:
a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyard
rupiah);
b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari
Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyard rupiah).

Pasal 46

(1) Kepala DPPKAD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang
daerah.

(2) Guna melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala DPPKAD menyiapkan bukti dan administrasi
penagihan.

Pasal 47

(1) Kepala DPPKAD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang
kepada Bupati.

(2) Bukti pembayaran piutang DPPKAD dari pihak ketiga harus dipisahkan
dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran
berjalan.

BAB V PERUBAHAN
APBD

Bagian Kesatu
Dasar Perubahan APBD

Pasal 48

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;

c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun berjalan;

d. keadaan darurat; dan

e. keadaan luar biasa.

(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
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Bagian Kedua
Kebijakan Umum
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

Pasal 49

(1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dapat
berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan
daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan menggunaan pembiayaan yang
semula ditetapkan dalam KUA.

(2) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a kedalam
rancangan kebijakan umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan
APBD.

(3) Dalam rancangan kebijakan umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap
penjelasan mengenai:

a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam
Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan
APBD tahun anggaran berjalan;

c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan
dalam Perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

(4) Rancangan kebijakan umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling
lama pada minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

(5) Rancangan kebijakan umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya
disepakati menjadi kebijakan umum Perubahan APBD serta PPA
Perubahan APBD paling lama minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran
berjalan.

(6) Apabila sampai dengan akhir bulan September tahun anggaran berjalan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD belum
mendapatkan persetujuan DPRD, maka dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD harus dihindari penganggaran kegiatan
pembangunan fisik.

Pasal 50
Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD yang telah
disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5), masing-masing

dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara
Bupati dengan pimpinan DPRD.
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Pasal 51

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,
TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati perihal Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau
kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam Perubahan
APBD sebagai acuan bagi Kepala SKPD.

(2) Rancangan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. PPAS Perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau
kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;

b. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah

diubah kepada PPKD;
c. Dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum Perubahan APBD,
PPAS Perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.

(3) Pedoman penyusun RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat
diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati paling
lama minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 52

(1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program
dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

(2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD).

(3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok,
jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik
sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran
Pasal 53

(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis
belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar
rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

(2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan
atas persetujuan Sekretaris Daerah.
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(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang
APBD.

(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau
pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD.

(7) Tata cara dan mekanisme pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan
ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXXVI| Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya
Dalam Perubahan APBD

Pasal 54

(1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan
tahun anggaran sebelumnya.

(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (1) huruf c dapat berupa :

a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului Perubahan APBD;

b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;

c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan
Pemerintah:

d. mendanai kegiatan lanjutan;

e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan
sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran berjalan; dan

f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan
dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran
berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir
penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

(3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, ¢, dan huruf f
diformulasikan terlebih dahulu daiam DPPA-SKPD.

(4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan
terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD
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(5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan
terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Bagian Kelima
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 55

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d

sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

(3) Pendanaan keadaan darurat vyang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak
terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pendanaan keadaan
darurat dapat dilakukan dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau;
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk
keperiuan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang APBD.

(6) Kriteria belanja untuk keperiuan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) mencakup :
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. keperiuan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya

dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
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(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD,
maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.

(10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan
dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan
Sekretaris Daerah.

(11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 56

(1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e
merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau
pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar
dari 50% (lima puluh persen).

(2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja
dalam APBD.

Pasal 57

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan
dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dapat dilakukan
penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/kegiatan capaian
target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

(3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih
dahulu dalam DPPA-SKPD.

(4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua APBD.
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Pasal 58

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan
dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), maka dapat dilakukan
penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD.

(3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua
APBD.

Bagian Ketujuh
Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 59

(1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD
yang akan dianggarkan dalam Perubahan APBD yang telah disusun oleh
SKPD disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Purworejo dan PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

(2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara
RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kebijakan umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD, prakiraan
maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen
perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis
belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat
program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam Perubahan APBD
terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), maka SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 60

(1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD
yang akan dianggarkan dalam Perubahan APBD yang telah disempumakar
oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh
TAPD.

(2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD
yang akan dianggarkan dalam Perubahan APBD yang telah dibahas TAPD.
dijadikan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD oleh PPKD.
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Bagian Kedelapan
Penetapan Perubahan APBD

Paragraf 1
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 61

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun oleh
PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami
perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Pasal 62

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD beserta lampirannya.

(2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari:

a. ringkasan Perubahan APBD;

b. ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan
organisasi;

c. rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;

g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berjalan,
dan;

h. daftar pinjaman daerah.

Pasal 63

(1) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terdiri dari Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta lampirannya.

(2) Lampiran rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:
a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah; dan
b. penjabaran Perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan,
kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan
pembiayaan.

34



Pasal 64

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun
oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh Bupati kepada DPRD
disosialtsasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

(3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi
mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam
pelaksanaan Perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

(4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Paragraf 2
Penyampaian, Pembahasan
dan Penetapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 65

(1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lama minggu kedua bulan
September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan
bersama.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertai dengan nota keuangan Perubahan APBD.

(3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
berpedoman pada kebijakan umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan
APBD yang telah disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD.

(5) Pengambilan Keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan berakhir.

Paragraf 3
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 66

(1)Tata cara evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
disesuaikan dengan ketentuan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
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(2) Dalam hat Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
lae-ah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
-e- aca'an Perubahan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

(3)Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan
Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur
membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus
menyatakan tidak diperkenankan melakukan Perubahan APBD dan tetap
berlaku APBD tahun anggaran berjalan.

(4) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pernyataan
berlakunya APBD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 67

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (4), Bupati harus memberhentikan pelaksanaan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan selanjutnya DPRD
bersama Bupati mencabut Peraturan Daerah dimaksud.

(2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD.

Pasal 68

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 69

Tata cara penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 ayat (2) dilaksanakan sama dengan tata cara penyempurnaan hasil evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang
APBD.

Paragraf 4
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

Pasal 70

(1)PP KD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala
SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan
kegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan APBD.
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(2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya
harus disalin kembali ke dalam DPPA-SKPD.

(3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap rincian
obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan
atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar
oelakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan
maupun setelah dilakukan perubahan.

(4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD dan disahkan oleh
PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENGELOLAAN KAS

Bagian Kesatu
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 71

(1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan
pengeluaran kas daerah.

(2) Guna pelaksanaan mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), BUD membuka rekening Kas Umum Daerah pada bank yang
ditunjuk oleh Bupati.

(3) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 72
(1)Guna lebih mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka
rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan

oleh Bupati.

(2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.

(3) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap
akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

(4) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan
dana yang bersumber dari rekening Kas Umum Daerah.
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(5)Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang
telah ditetapkan dalam APBD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 73

(1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja,
dan pembiayaan Pemerintah Daerah.

(2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
potongan Taspen;

potongan Askes;

potongan PPh;

potongan PPN;

penerimaan titipan uang muka;

penerimaan uang jaminan; dan

penerimaan lainnya yang sejenis.
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(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
a. penyetoran Taspen;
b. penyetoran Askes;

penyetoran PPh;

penyetoran PPN;

pengembalian titipan uang muka;

pengembalian uang jaminan; dan

pengeluaran lainnya yang sejenis.
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(4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan
sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.

(5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai
pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

(6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non
anggaran.

(7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

(8) Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB VII PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

Bagian Kesatu
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 74

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan
dan/atau Bendahara Pengeluaran dan orang atau badan yang menehma
atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau
pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 75

(1) Dalam rangka pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM,;

pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

bendahara pengeluaran yang mengelola bunga, belanja subsidi, belanja

hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan

keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada

SKPKD;

g. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran
pembantu SKPD; dan

h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
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(2) Penetapan pejabat  yang ditunjuk  sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala SKPD.
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(4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :

a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD;

b. PPK-SKPKD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan SKPKD;

c. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Bukti
Pemungutan Pendapatan Daerah;

e. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas
dan bukti penerimaan lainnya yang sah;

f. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara
pengeluaran.

(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)
dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 76

(1) Untuk  mendukung Kkelancaran tugas perbendaharaan, bendahara
penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu
bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.

(2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.

(3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang
atau pengurusan gaji.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 77

(1) Penerimaan daerah disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada bank
pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima
nota kredit.

(2) Penyetoran penerimaan daerah ke rekening kas umum daerah terinci sesuai
dengan obyek pendapatan maupun kode rekening pendapatan.

(3) Penerimaan daerah vyang disetor ke rekening Kas Umum Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos
oleh pihak ketiga; dan
c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.



(4) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran
oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢ diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.

Pasal 78

Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan
komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), maka mekanisme
penyetorannya diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

(1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap
seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggung jawabnya.

(2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan
secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi
tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
melalui PPK-SKPD paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan
secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada
PPKD selaku BUD paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.

(4) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Pasal 80

(1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar, yang atas pertimbangan
kondisi geografis, wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin
membayar kewajibannya secara langsung pada badan, lembaga keuangan
atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
bendahara penerimaan. maka dapat ditunjuk bendahara penerimaan
pembantu.

(2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang
menjadi tanggung jawabnya.

(3) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling
lama tanggal 5 bulan berikutnya.

(4) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan
verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban
penerimaan.
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Pasal 81

(1) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos
yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara
penerimaan.

(2) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyetor seluruh uang kas yang diterimanya ke rekening Kas
Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas
tersebut diterima.

(3) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan
komunikasi dan transportasi, maka penyetoran dapat melebihi ketentuan
batas-waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang
diterimanya kepada Bupati melalui BUD.

(5) Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

(1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang
diterimanya ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

(2) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti
penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya
kepada bendahara penerimaan.

Pasal 83

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka :

a. apabila berhalangan lebih dari 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu) bulan,
bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas
bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang
bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD;

b. apabila berhalangan lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan,
hams ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara
serah terima;

c. apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat
melaksanakan tugas, maka dianggap vyang Dbersangkutan telah
mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara
penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.
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Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran

Paragraf 1
Penyediaan Dana

Pasal 84

(1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas
menerbitkan SPD.

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD
untuk ditandatangani oleh PPKD.

(3) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Paragraf 2
Permintaan Pembayaran

Pasal 85

(1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3), bendahara pengeluaran
mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
melalui PPK-SKPD.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
SPP Uang Persediaan (SPP-UP);

b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);

c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan

d. SPP Langsung (SPP-LS).

o

(3) Format pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran |l Peraturan ini.

Pasal 86

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara
pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran
melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.

(2) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2)
huruf a, disesuaikan dengan rencana kebutuhan dari SKPD masing-masing
yang penggunaannya untuk belanja kegiatan dengan maksimal uang
persediaan yang dapat diberikan 1/12 (satu per duabelas) X Belanja total -
(Belanja Tidak langsung + Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja
Barang dan Jasa + Belanja Modal yang dilaksanakan melalui Jasa Pihak
ketiga), dan penetapan UP dari masing-masing SKPD tercantum dalam
Lampiran Il Peraturan ini.
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1 _5-g -e'sesiaan sebagai uang muka hanya diberikan sekali dalam 1 (satu)
tahun anggaran pada bulan awal tahun anggaran dengan memperhatikan
e :as Kas Daerah,

(3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. surat pengantar SPP-UP;

b. ringkasan SPP-UP;

c. rincian SPP-UP;

d. salinan SPD;

e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa
BUD; dan

f. lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 87

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara
pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran
melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.

(2) Pengajuan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2)
huruf b dilakukan dengan ketentuan :
a. Pengajuan SPP-GU dapat diajukan setelah UP/GU sebelumnya di SPJ
kan (disahkan) minimal 75%;
b. Besarnya SPP-GU sebesar SPJ yang disahkan.

(3) Rincian rencana penggunaan dana untuk SPP-GU diuraikan sampai dengan
kode rekening rincian per obyek belanja kegiatan.

(4) Besarnya rincian per obyek belanja barang dan jasa yang dapat
dipihakketigakan dapat diberikan maksimal sebesar Rp.5.000.000,00 (lima
juta rupiah).

(5) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

surat pengantar SPP-GU;

ringkasan SPP-GU;

rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;

bukti transaksi yang sah dan lengkap;

salinan SPD;

draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran
yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada
Kuasa BUD; dan

g. lampiran lain yang diperlukan.

"D QOO0 TO

Pasal 88

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh
persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui
PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.
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(2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. surat pengantar SPP-TU;
ringkasan SPP-TU;
rincian rencana penggunaan TU;
salinan SPD;
draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang
yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang
persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian
tambahan uang persediaan; dan
g. lampiran lain yang diperlukan.

® oo

(3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

(4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan,
maka sisa tambahan uang disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

(5) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk:
a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan.
b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan
yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA.

(6) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 89

Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) digunakan
dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus
dipertanggungjawabkan.

Pasal 90

(1) Penerbrtan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan
tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dtekukan oleh bendahara pengeluaran guna memperloleh
persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-
s<=:

21 Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. surat pengantar SPP-LS
b. ringkasan SPP-LS:
c. rindan SPP-LS: dan
d. lampiran SPP-LS.
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Pasal 91

(1)PP TK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa
untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka
pengajuan permintaan pembayaran.

(2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS; dan
d. Lampiran SPP-LS.

(3) Dalam hal kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan tidak lengkap,
bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan
barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

(4) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Pengguna Anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK
guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran melalui PPK-SKPD.

Pasal 92

(1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS
dan/atau SPP-UP/GU/TU.

(2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung
kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja
setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara
pengeluaran.

(4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran
pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.

Pasal 93

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja
bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran
SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD
melalui PPK-SKPKD.

Pasal 94

(1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam
menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup :
a. buku kas umum;
b. buku simpanan/bank;
c. buku pajak;
d. buku panjar;
e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
f. register SPP-UP/GU/TU/LS.
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(2) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk
setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.

(3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f
dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara pengeluaran.

(4) Dokumen vyang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan
penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TU/LS.

(5) Kartu kendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

(6) Format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sesuai dengan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

(7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ¢, d, e, dan f serta
ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 95

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan
dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran.

(2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk
dilengkapi.

Paragraf 3
Perintah Membayar

Pasal 96

(1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2)
dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran menerbitkan SPM.

(2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2)
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM.

(3) Dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan,

yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani SPM.
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Pasal 97

(1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) paling
lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.

2 “enolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya
pengajuan SPP.

(3) Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

(4) Format surat penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 98

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1)
diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 99

(1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah
membayar mencakup :

a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS;
b. register surat penolakan penerbitan SPM.

(2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
X Peraturan Bupati ini.

Pasal 100

Setelah tahun anggaran berakhir, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran
berkenaan.

Paragraf 4
Pencairan Dana

Pasal 101

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang
diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.
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(2) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
lengkap. Kuasa BUD menerbitkan SP2D.

(3) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui
pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

4) Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk
pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

Pasal 102

(1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) paling
lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

(2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat
(3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan
SPM.

Pasal 103

(1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang
persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

(3) Dokumen yang digunakan Kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D
mencakup :
a. register SP2D;
b. register surat penolakan penerbitan SP2D; dan
c. buku kas penerimaan dan pengeluaran.

Paragraf 5
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 104

(1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung
jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti, uang persediaan/tambah,
uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lama
tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban
pengeluaran mencakup :
a. Register penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ);
b. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ);
c. Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ);
d. Register Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ);

dan

e. register penutupan kas.
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(3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen
laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup :

a. buku kas umum;

b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-
bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek
yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek
dimaksud;

c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan

d. register penutupan kas.

(5) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditutup setiap
bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran.

(6) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) telah sesuai, Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pengesahan
Laporan Pertanggungjawaban.

(7) Ketentuan batas waktu penerbitan Surat Pengesahan Laporan
Pertanggungjawaban Pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban diatur dengan Peraturan Bupati.

(8) Guna terwujudnya tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun
anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember
disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

(9) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti
pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung
kepada pihak ketiga.

(10) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan
secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada
PPKD selaku BUD paling lambat tangal 10 bulan berikutnya.

(11) Penyampaian  pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah
diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(12) Format laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran XlI Peraturan Bupati ini.
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Pasal 105

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang

dsampaikan, PPK-SKPD berkewajiban :

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan
keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang
tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;

c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian
obyek; dan

d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode
sebelumnya.

Pasal 106

(1) Bendahara  pengeluaran pembantu  dapat ditunjuk  berdasarkan
pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang
dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya.

(2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan
penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi
tanggungjawabnya.

(3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu
dalam menatausahakan pengeluaran mencakup :
a. buku kas umum;
b. buku pajak PPN/PPh;
c. buku panjar; dan
d. buku bank.

(4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran
yang sah.

(5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling
lambat tangal 5 bulan berikutnya.

(6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
mencakup :
a. buku kas umum;

b. buku pajak PPN/PPh;

c. bukti pengeluaran yang sah; dan

d. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Bendahara
Pengeluaran) tercantum dalam Lampiran XlII Peraturan Bupati ini.

(7) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban pengeluaran dari bendahara pengeluaran
pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
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Pasal 107

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan
kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan/atau bendahara
pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(2) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran melakukan
pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu
dan/atau bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam 3 (tiga) bulan.

(3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

(4) Berita Acara Pemeriksaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disertai dengan Register Penutupan Kas dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Pasal 108

Bendahara pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga,
dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan Kketentuan
perundang-undangan.

Pasal 109

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka :

a. apabila berhalangan lebih dari 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu) bulan,
bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas
bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang
bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;

b. apabila berhalangan lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan,
harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara
serah terima;

c. apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan, belum juga dapat
melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah
mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara
pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Pasal 110

Ringkasan prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran tercantum dalam
Lampiran XV Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kelima
Petunjuk Pencairan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Di Lingkungan Sekretariat Daerah

Paragraf 1
Pencairan UP/GU/TU/LS

Pasal 111

(1) Masing-masing bendahara pengeluaran pembantu di Bagian mengajukan
SPP TU/LS kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD (Ka.
Sub Bag. Keuangan Bagian Umum) disertai konsep SPM TU/LS (belum
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran).

(2) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadapi pengajuan SPP TU/LS tersebut,
jika tidak ada kekurangan, maka PPK-SKPD memfiat/paraf di SPM TU/LS
dan memberi nomor.

(3) SPM TU/LS yang telah diparaf PPK-SKPD dikembalikan ke Bagian untuk
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (sudah diberi nomor oleh
PPK-SKPD).

(4) Jika masih ada kesalahan, PPK-SKPD mengembalikan SPP TU/LS
bersama konsep SPM TU/LS ke Bagian untuk diperbaiki atau dilengkapi.

(5) SPM TU/LS yang sudah ditandatangani dan di cap oleh Kuasa Pengguna
Anggaran dibawa ke Kuasa BUD guna penerbitan SP2D atas nama
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(6) PPK-SKPD dan bendahara pengeluaran merekap dan dicatat dalam register
SPP TU/LS dan SPM TU/LS

(7) Bank memindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening
bendahara pembantu.

(8) Bendahara pengeluaran pembantu mencairkan dana tersebut dengan slip
penarikan.

(9) Bendahara pengeluaran hanya diperkenankan menyimpan uang tunai
maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(10) Pencairan UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo dengan mengajukan SPP UP/GU kepada Sekretaris
Daerah selaku Pengguna Anggaran melalui PPK Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo dan selanjutnya diterbitkan SPM UP/GU.
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Paragraf 2
Pertanggungjawaban

Pasal 112

Dana yang sudah dicairkan dipertanggungjawabkan dengan cara sebagai

berikut:

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat Laporan Pertanggungjawaban
Pengeluaran (SPJ Belanja-Administratif).

b. SPJ Belanja Administratif dilampiri data dukung bukti pengeluaran yang
telah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kuasa
Pengguna Anggaran serta PPTK.

c. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah merekap SPJ Belanja
Administratif untuk laporan pertanggungjawaban pengeluaran.

d. Pengesahan SPJ oleh Kuasa Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh
PPK-SKPD.

e. Bendahara Pengeluaran membuat laporan pertanggungjawaban
pengeluaran, baik itu berupa SPJ Belanja Administratif maupun SPJ
Fungsional;

f. Laporan pertanggungjawaban SPJ Belanja  Administratif disampaikan
kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo selaku Pengguna
Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

g. Laporan pertanggungjawaban SPJ Belanja fungsional disampaikan kepada
DPPKAD selaku PPKD/BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VIII
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Sistem Akuntansi

Pasal 113

(1)Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem
Akuntansi Pemerintahan Daerah.

(2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.

(3) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan
secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
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(4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam
bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah
dengan buku besar pembantu.

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan
yang meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

c. laporan arus kas; dan

d. catatan atas laporan keuangan.

(6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan
yang meliputi :

a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca; dan
c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 114

(1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi:
a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
c. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah;
d. prosedur akuntansi selain kas.

(2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai
dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal
dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 115
(1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh PPKD.

(2) Sistem Akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan
pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan
dan bendahara pengeluaran.

Pasal 116

(1) Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode
akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana.

(2) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode
akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.

55



(3) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun
dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan
daerah/negara.

(4) Kode rekening yang digunakan untuk menyusun neraca sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

(5) Kode rekening yang digunakan untuk menyusun laporan realisasi anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Pasal 117

(1)Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal
berdasarkan bukti transaksi yang sah.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.

Pasal 118

(1) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) selanjuthya secara
periodik diposting ke dalam buku besar sesuai dengan rekening berkenaan.

(2) Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dan diringkas
pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan.

(3) Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode
berikutnya.

Pasal 119

(1) Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji
silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu.

(2) Buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian
akun yang telah dicatat dalam buku besar.

Bagian Kedua
Kebijakan Akuntansi

Pasal 120
(1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan.
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(2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.

(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat:
a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam
laporan keuangan;
b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

(4) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan
kapitalisasi aset.

(5) Kebijakan mengenai harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan
terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan,
belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan
sebagai komponen harga perolehan aset tetap.

(6) Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar
imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.

(7) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran
dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

Pasal 121

(1) Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

(2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan
SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD

Paragraf 1

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD

Pasal 122

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses
mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan
aplikasi komputer.
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Pasal 123

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 mencakup :
a. Surat Tanda Bukti Pembayaran;
b. STS;
c. bukti transfer; dan
d. nota kredit bank.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi
dengan :
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah); dan/atau
b. SKR; dan/atau
c. bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

Pasal 124

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122
dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 125

(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku
jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal
penerimaan kas berkenaan.

(2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam
buku besar rekening berkenaan.

(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pasal 126

Ringkasan prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD tercantum dalam
Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD

Pasal 127

(1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian
proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan
keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara
manual atau menggunakan aplikasi komputer.
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(2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas langsung;dan
b. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambahan uang persediaan.

Pasal 128

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) mencakup :
a. SP2D; atau
b. Nota debet bank; atau
c. Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. SPM; dan/atau
b. SPD; dan/atau
c. Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

Pasal 129

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127
ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 130

(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku
jurnal pengeluaran kas, dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal
pengeluaran kas berkenaan.

(2) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam
buku besar rekening berkenaan.

(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pasal 131
Ringkasan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD tercantum dalam
Lampiran XXI| Peraturan Bupati ini.
Paragraf 3
Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD
Pasal 132
(1) Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan
akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi,

dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD.
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(2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas langsung;dan
b. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambahan uang persediaan.

Pasal 128

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) mencakup :
a. SP2D; atau
b. Nota debet bank; atau
c. Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. SPM; dan/atau
b. SPD; dan/atau
c. Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

Pasal 129

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127
ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 130

(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku
jurnal pengeluaran kas, dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal
pengeluaran kas berkenaan.

(2) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam
buku besar rekening berkenaan.

(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pasal 131
Ringkasan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD tercantum dalam
Lampiran XXI| Peraturan Bupati ini.
Paragraf 3
Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD
Pasal 132
(1) Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan
akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi,

dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD.
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(2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:
a. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas langsung;dan
b. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas uang persediaan/ganti uang

persediaan/tambahan uang persediaan.

Pasal 128

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) mencakup :

a. SP2D; atau
b. Nota debet bank; atau
c. Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

a. SPM; dan/atau

b. SPD; dan/atau
c. Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

Pasal 129

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127
ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 130

(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku
jurnal pengeluaran kas, dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal

pengeluaran kas berkenaan.

(2) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam
buku besar rekening berkenaan.

(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pasal 131

Ringkasan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD tercantum dalam
Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD

Pasal 132

(1) Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan
akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi,
dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD.
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(2)Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.

(3) Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi
salah satu kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan
fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat.

4) Perubahan klasifikasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya.

(5) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian
nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset
tetap.

Pasal 133

(1) Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan
penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya.

(2) Penetapan penyusutan aset tetap, dilakukan dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

(3) Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain :
a. metode garis lurus;
b. metode saldo menurun ganda; dan
c. metode unit produksi.

(4) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan
penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas
dan manfaat aset tetap yang sama setiap periode sepanjang umur
ekonomis aset tetap berkenaan.

(5) Metode saldo menurun ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan
kapasitas dan manfaat aset tetap yang lebih besar pada periode awal
pemanfaatan aset dibandingkan dengan periode akhir sepanjang umum
ekonomis aset tetap berkenaan.

(6) Metode wunit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan
kapasitas dan manfaat aset tetap berdasarkan unti produksi yang dihasilkan
dari aset tetap berkenaan.

(7) Penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan :

a. berita acara penerimaan barang;

b. berita acara serah terima barang; dan

c. berita acara penyelesaian pekerjaan.
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Pasal 135

Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1)
dilaksanakan oleh PPK-SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpan barang
SKPD.

Pasal 136

(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 134 memuat bukti memorial.

(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening,
klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian.

(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku
jurnal umum.

(4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting
ke dalam buku besar rekening berkenaan.

(5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

Paragraf 4

Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD

Pasal 137

(1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses
mulai dari pencatatan. pengikhtisaran. sampai dengan pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat
dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup :

pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);

koreksi kesalahan pencatatan;

penerimaan/pengeluaran hibah selain kas;

pembelian secara kredit;

retur pembelian kredit;

pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa

konsekunsi kas; dan

g. penerimaan aset/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas.

"o oo0 oW

(3) Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengesahan atas
pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambahan uang persediaan.
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(4) Koreksi kesalahan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan
telah diposting ke buku besar.

(5) Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c adalah penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas
yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi
ekonomi bagi pemerintah daerah.

(6) Pembelian secara kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan
di masa yang akan datang.

(7) Retur pembelian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
merupakan pengembalian aset tetap yang telah dibeli secara kredit.

(8) Pemindahtanganan atas aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan pemindahtanganan aset tetap
pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.

(9) Penerimaan aset tetap tanpa konsekunsi kas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf g merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar
menukar dengan pihak ketiga.

Pasal 138

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) berupa bukti memorial yang
dilampiri dengan :

pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);

Berita Acara Penerimaan Barang;

Surat Keputusan Penghapusan Barang;

Surat Pengiriman Barang;

Surat Keputusan Mutasi Barang (antar SKPD);

Berita Acara Pemusnahan Barang;

Berita Acara Serah Terima Barang; dan

Berita Acara Penilaian.
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Pasal 139

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137
ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 140

(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 136 membuat bukti memorial.

(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode
rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.
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(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku
jurnal umum.

(4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting
ke dalam buku besar rekening berkenaan.

(5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pasal 141

Ringkasan prosedur akuntansi selain kas pada SKPD tercantum dalam
Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Laporan Keuangan pada SKPD

Pasal 142

(1) SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
secara periodik yang meliputi:
a. laporan realisasi anggaran SKPD;
b. neraca SKPD; dan
c. catatan atas laporan keuangan SKPD.

(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah
yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

(3) Format laporan realisasi anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.

(4) Format neraca SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.

(5) Format catatan atas laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Laporan Kemajuan Fisik, Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa
atas Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Pasal 143

(1) SKPD menyusun dan melaporkan kemajuan fisik, keuangan, pengadaan
barang/jasa program dan kegiatan pelaksanaan APBD secara bulanan
kepada Bupati Purworejo u.p. Kepala Bagian Administrasi dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

(2) Laporan  kemajuan fisik, keuangan, dan pengadaan barang/jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5
(lima) bulan berikutnya.

63



(3) Format laporan kemajuan fisik, dan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini.

(4) Format laporan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati ini.

(5) Tembusan laporan kemajuan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan kepada :
a. Kepala DPPKAD dan
b. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purworejo.

(6) Tembusan laporan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disampaikan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Purworejo.

Bagian Keempat
Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPKD

Paragraf 1
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD

Pasal 144

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses
mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan
aplikasi komputer.

Pasal 145

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 mencakup:
a. bukti transfer;
b. nota kredit bank; dan
c. surat perintah pemindahbukuan.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
Surat Tanda Setoran (STS);

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);

Surat Ketetapan Retribusi (SKR);

Laporan Penerimaan Kas dari bendahara penerimaan; dan

bukti transaksi penerimaan kas lainnya.
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(3) Format laporan penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
d tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 146

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144
dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
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Pasal 147

(1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku
jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal
penerimaan kas berkenaan.

(2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam
buku besar rekening berkenaan.

(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Paragraf 2
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD

Pasal 148

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses
mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan
aplikasi komputer.

Pasal 149

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 mencakup :
a. SP2D; dan
b. nota debet bank.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. SPD;
b. SPM;
c. laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan
d. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

Pasal 150

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148
dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD, sesuai format Lampiran XXIX
Peraturan ini.

Pasal 151

(1) Fungsi  akuntansi berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) melakukan pencatatan ke
dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-
lawan asal pengeluaran kas berkenaan.
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(2) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke datan-
buku besar rekening berkenaan.

(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Paragraf 3
Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD

Pasal 152

(1) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD meliputi pencatatan dan pelaporan
akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi,
dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPKD yang
dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali
dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD.

Pasal 153

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 152 berupa bukti memorial dilampiri dengan :

Berita Acara Penghapusan Barang;

Surat Keputusan Penghapusan Barang;

Surat Keputusan Mutasi Barang (antar SKPKD);

Berita Acara Pemusnahan Barang;

Berita Acara Penilaian; dan

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
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Pasal 154

Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152
dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

Pasal 155

(1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 memuat bukti memorial.

(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekning, klasifikasi
aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian.

(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku
jurnal umum.
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(4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting
* T :a 3~ buku besar rekening berkenaan.

(5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Paragraf 4
Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPKD

Pasal 156

(1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses
mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat
dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:
a. koreksi kesalahan pembukuan;
b. penyeseuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan
keuangan pada akhir tahun;
c. reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap; dan
d. reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan dikemudian hah.

Pasal 157

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) berupa bukti memorial yang
dilampiri dengan :

berita acara penerimaan barang;

surat keputusan penghapusan barang;

surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD);

berita acara pemusnahan barang;

berita acara serah terima barang;

berita acara penilaian;

berita acara penyelesaian pekerjaan.
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Pasal 158

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156
ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

Pasal 159

(1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 memuat bukti memorial.

(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode
rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.
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(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku
jurnal umum.

(4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting
ke dalam buku besar rekening berkenaan.

(5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Paragraf 5
Laporan Keuangan pada SKPKD

Pasal 160

(1) Kepala SKPKD menyusun dan melaporkan laporan arus kas secara periodik
kepada Bupati.

(2) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang
standar akuntansi pemerintahan.

BAB IXPERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 161

(1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran
pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang
menjadi tanggungjawabnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD
dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran untuk ditetapkan
sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan
belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama
7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan
berakhir.

(4) Pejabat Pengguna Anggaran menyampaikan laporan realisasi semester
pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun
anggaran berkenaan berakhir.
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(5) Format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan
belanja SKPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran LIl Peraturan Bupati ini.

Pasal 162

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara
menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran
pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161
ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan
disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Pasal 163

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berkutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 disampaikan kepada
Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk
ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 164

(1) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam)
bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 disampaikan
kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

(2) Format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran XXX Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Pasal 165

(1) Laporan berfungsi memberikan gambaran tentang kemajuan fisik dan
keuangan serta permasalahan yang terjadi pada setiap kegiatan SKPD.

(2) Laporan bulanan memuat target, realisasi fisik dan realisasi keuangan,
proses pengadaan barang/jasa serta permasalahan yang terjadi.

(3) Laporan bulanan dikirim kepada Bupati u.p. Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

(4) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran
berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.
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(5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaka"
kepada PPKD sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah dengan format tercantum dalam Lampiran XXXI Peraturan ini.

Pasal 166

(1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4)
disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
Pejabat Pengguna Anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang
berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca; dan
c. catatan atas laporan keuangan.

(4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang
menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum
dalam Lampiran XXXII Peraturan Bupati ini.

Pasal 167

(1) PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara
menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 166 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya
tahun anggaran berkenaan.

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka memenubhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca;
c. laporan arus kas; dan
d. catatan atas laporan keuangan.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan

disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.
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5 Maporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilampiri dengan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan
BUMD/perusahaan daerah.

(6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sabagaimana dimaksud pada ayat (5)
disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan
laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.

(7) Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur
mengenai laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.

(8) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan
pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2)
disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk
dilakukan pemeriksaan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

(2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan
BPK.

Bagian Ketiga
Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 169

(1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan
yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan
atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah
diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah.

Pasal 170

(1)Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1), Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) belum menyampaikan hasil pemeriksaan,
Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.
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1 Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas,
catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama
dengan yang disampaikan kepada BPK.

Pasal 171

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dirinci dalam
rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD.

(2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan lampiran terdiri dari:
a. ringkasan laporan realisasi anggaran;
b. penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 172

(1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 170 ayat (1) ditentukan oleh DPRD.

(2) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu)
bulan terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut diterima.

Pasal 173

(1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah wajib dipublikasikan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan
keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah.

Bagian Keempat
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Pasal 174

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebelum ditetapkan oleh bupati, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama 15
(lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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(3)Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud
menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 175

(1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan
penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Bupati melakukan
penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan
Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 176
Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN
DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 177

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah
kepada SKPD, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 178

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 meliputi pemberian
pedoman, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
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2 Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan
akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah,
pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan
daerah.

(3) Pemberian bimbingan, konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan,
penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta pertanggungjawaban
keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-
waktu, secara menyeluruh kepada SKPD.

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara berkala bagi perangkat daerah.

Pasal 179

(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah
tentang APBD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan
tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 180

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 181

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan
sistem pengendalian di lingkungan Kabupaten Purworejo.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
mendorong agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah
ditetapkan sehingga tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat
sasaran dan tepat manfaat.

3) Pengendalian tingkat Kabupaten diselenggarakan oleh Bagian Administrasi

Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo terhadap semua
kegiatan di masing-masing SKPD.
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- Pengendalian intern di lingkup SKPD dilaksanakan secara berjenjang oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Anggaran.

(5) Pengendalian  dilaksanakan dengan cara penelitian administrasi,
pemantauan fisik/lapangan, penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

(6) Penelitian administrasi dilakukan terhadap proses administrasi kegiatan
termasuk pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

(7) Pemantauan fisik/lapangan dilakukan dengan peninjauan ke lokasi kegiatan
dan dilaksanakan secara periodik maupun insidentil.

(8) Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan APBD dilaksanakan sebagai
berikut:

a. Rakor Pengendalian Intern SKPD diselenggarakan setiap awal bulan,
dan hasil rapat koordinasi pengendalian intern dilaporkan kepada Bupati
u.p. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan.

b. Rapat Koordinasi Pengendalian Kabupaten diselenggarakan oleh Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBD,
mengidentifikasi permasalahan dan hambatan serta merumuskan upaya
penyelesaiannya dan menegaskan kembali kebijakan pimpinan dan
pedoman peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan
APBD.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern
Pasal 182

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB XI KERUGIAN

DAERAH Pasal 183
(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum

atau kelalaian seseorang hams segera diselesaikan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
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1 3endahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang
dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib
mengganti kerugian tersebut.

(3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah
mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat
perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 184

(1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD
kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari
kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara,
Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 183 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan
dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya
dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau
tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera
mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian
sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 185

(1) Dalam hal bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat
lain yang dikenai tuntutan ganti Kkerugian daerah berada dalam
pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan
penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh
hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya,
yang berasal dari bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau
pejabat lain yang bersangkutan.

(2) Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk
membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan
pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, Pegawai
Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain, yang bersangkutan
diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh
hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai
adanya kerugian daerah.

Pasal 186

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik
daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, Pegawai Negeri Sipil
bukan bendahara, atau pejabat yang lain dan digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.
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(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku
pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang
menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur
dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 187

3endahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang
telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi
administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, Pegawai Negeri
Sipil bukan bedahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang
bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 188

Kewajiban bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain
untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa, jika dalam waktu 5 (lima)
tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun
sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang
bersangkutan.

Pasal 189

(1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana,
Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 190

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan
bendahara ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 191

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur
dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

BAB XII PENGELOLAAN

KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 192

(1) Bupati dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas
pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan
pelayanan umum sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
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(2)Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhubungan

dengan :

a penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;

b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan
perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau

c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi
dan/atau pelayanan kepada masyarakat;

(3) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, diprioritaskan antara lain pelayanan kesehatan,
pelayanan kebersihan, pengelolaan limbah, pengelolaan pasar, pengelolaan
terminal, pengelolaan obyek wisata daerah, dana perumahan, rumah susun
sewa.

Pasal 193
Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1), SKPD atau Unit Kerja pada
SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan.

BAB XllII

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 194
Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 195
(1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.

(3) Kepala SKPD adalah Pengguna Barang
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Bagian Ketiga
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 196

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar
barang, standar kebutuhan dan standar harga.

(2) Standar barang dan standar kebutuhan ditetapkan oleh Pengelola Barang
setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.

Bagian Keempat
Pengadaan

Pasal 197

(1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip
efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan
akuntabel.

(2) Pengadaan Barang Milik Daerah selain tanah, dilaksanakan sesuai
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya.

(3) Hasil pelaksanaan pengadaan Belanja Modal setelah selesai 100 %
(seratus persen) diserahkan kepada Bupati.

Pasal 198

(1) Penyerahan hasil pelaksanaan pengadaan kepada Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) menggunakan Berita Acara Serah
Terima.

(2) Pejabat yang berhak menandatangani Berita Acara Serah Terima

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. pagu dana sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Kepala DPPKAD atas nama Bupati.

b. pagu dana Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) sampai dengan
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah atas nama Bupati.

c. pagu dana di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) ditandatangani
oleh Bupati.

(3) Format Berita Acara Serah Terima tercantum dalam Lampiran XXXIII
Peraturan ini.
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Bagian Kelima
Penggunaan

Pasal 199

Barang milik daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk dioperasikan oleh pihak
lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan
fungsi SKPD.

Bagian Keenam
Pengamanan dan Pemeliharaan

Pasal 200

(1) Pengelola barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang wajib
melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya.

(2) Pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi,
pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

(3) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan
aman.

(4) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab
atas pemeliharaan barang daerah yang ada di bawah penguasaannya.

(5) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketujuh
Penghapusan

Pasal 201

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi:
a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna;
b. penghapusan dari daftar barang milik daerah.

(3) Penghapusan barang milik daerah dilakukan dengan penerbitan Surat
Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati atas usul Pengelola Barang.

(4) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan
dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud :
a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat
dipindahtangankan;
b. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
(4) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Pengelola Barang.
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Bagian Kedelapan
Pemindahtanganan

Pasal 202

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan
oarang milik daerah meliputi:

a. penjualan;

b. tukar menukar;

c. hibah;

d. penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.

Bagian Kesembilan
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 203

Guna pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah, maka
Pengelola Barang berwenang melakukan pemantauan dan investigasi atas
pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
daerah dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan
pemindahtanganan barang milik daerah.

BAB XIV
PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 204

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan sesuai
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya.

Pasal 205

(1) Dalam rangka pengadaan barang/jasa, maka Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, menunjuk pejabat di
lingkungan SKPD yang bersangkutan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

(2) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki integritas moral;
b. memiliki disiplin tinggi;
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c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk
melaksanakan tugas yang dibebankan padanya;

d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;

e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan
keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.

(3) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas pokok :

a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jas;

b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai dengan ketentuan mengenai
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan
pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta
kelompok masyarakat;

c. menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal,
tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia
pengadaan/pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan;

d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat
pengadaan/Unit Layanan Pengadaan sesuai kewenangannya;

e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia
barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada
pimpinan instansinya;

g. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

h. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya
kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan;

i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dimulai.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pengadaan, Pemeriksa Barang/Jasa
dan Pejabat Pengadaan

Paragraf 1

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 206

(1)Guna pelaksanaan pengadaan barang/jasa, wajib dibentuk Panitia
Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan barang/jasa.

(2) Dilarang duduk sebagai Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Anggota

Unit Layanan Pengadaan :

a. Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara;

b. Pegawai pada Inspektorat, kecuali menjadi Panitia Pengadaan/Pejabat
Pengadaan/Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang
dibutuhkan Instansinya.

c. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi Surat Permintaan
Pembayaran dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani Surat
Perintah Membayar.
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(3) Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan

(4)

(5)

Barang/Jasa hams memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas;

b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia
pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang
bersangkutan.

d. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahan-perubahannya.

e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat
dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota unit
layanan pengadaan.

f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang /jasa pemerintah.

Tugas, wewenang dan tanggung Jawab Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit

Layanan Pengadaan (Procurement Unit) meliputi:

a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi
pengadaan;

b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);

menyiapkan dokumen pengadaan;

mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan /

atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan

umum, dan diupayakan diumumkan di Website Pengadaan Nasional;

e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi;

o o

melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

g. mengusulkan calon pemenang;

h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada
Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;

i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dimulai.

Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Dbaik untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa
Lainnya maupun untuk Jasa Konstruksi, berjumlah gasal beranggotakan
orang-orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan /
kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Jenis P d
Pejabat Pengadaan enis rengadaan
Panitia Pengadaan / ULP B/IP/JIL JK
Pejabat Pengadaan 0-50 juta 0-50 juta
Panitia / ULP : minimal 3 0 - 500 juta 0 - 200 juta
orang
Panitia / ULP : minimal 5 > 500 juta > 200 juta
orang
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(6) Anggota Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa harus memiliki kualitas memahami:
a. tatacara pengadaan.
b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan.
c. substansi bidang lain yang diperlukan.

(7) Keanggotaan Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa berasal
dari Satuan Kerja substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan yang
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan
ayat (6).

(8) Apabila pada Satuan Kerja subtansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan
tidak ada atau tidak cukup tersedia personil yang memenuhi ketentuan ayat
(2), ayat (3) dan ayat (6), maka dapat membentuk Unit Layanan Pengadaan
dengan melibatkan personil dari luar Satuan Kerja sesuai dengan substansi
pekerjaan / kegiatan yang bersangkutan yang memenuhi ketentuan ayat (2),
ayat (3) dan ayat (6) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(9) Guna mendukung tugas-tugas administrasi Unit Layanan Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka dalam ©pelaksanaan
pengadaan pada SKPD tersebut dibentuk Sekretariat yang personilnya
terdiri dari unsur administrasi dan teknis yang tidak harus bersertifikat
keahlian.

(10) Untuk tujuan pengendalian pengadaan barang/jasa pemerintah, maka
keterlibatan Personil dari luar Satuan Kerja substansi pekerjaan/ kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diutamakan berasal dari:

a. unsur DPPKAD;

b. unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda;

c. unsur Bagian Hukum Setda;

d. unsur SKPD teknis.

Paragraf 2

Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 207

(1) Untuk melaksanakan pemeriksaan Barang/Jasa, dibentuk panitia pemeriksa
oleh Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang/Jasa yang berjumlah
gasal sekurang-kurangnya 5 (lima) orang baik wuntuk pemeriksaan
Barang/Jasa Pemborongan lainnya maupun untuk pemeriksaan Jasa
Konsultasi.

(2) Tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pemeriksa barang/jasa
sebagai berikut:

a. mengadakan pemeriksaan bersama terhadap pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan SPK/Kontrak setiap pengadaan barang/jasa yang
dilaksanakan melalui panitia pengadaan;

b. bertanggungjawab terhadap kebenaran pelaksanaan kegiatan oleh
penyedia barang/jasa berdasarkan SPK/Kontrak dan  spesifikasi
barang/jasa yang tercantum dalam dokumen pengadaan;

c. hasil pemeriksaan barang/jasa dimaksud dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan barang/Jasa.
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(3) Anggota panitia pemeriksaan terdiri dari unsur-unsur yang memahami:
a. tatacara pengadaan.
b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan.
c. substansi bidang lain yang diperlukan

(4) Panitia pemeriksa dibentuk oleh Pengguna Anggaran atau Pengguna

Barang/Jasa yang berjumlah gasal dengan ketentuan sebagai berikut:
j. Jasa Pemborongan/ Konstruksi:
Panitia berjumlah gasal, beranggotakan sekurang-kurangnya 5

(lima)

orang terdiri atas unsur/SKPD, dengan susunan keanggotaan sebagaii

berikut:

1. Ketua Unsur dinas/Instansi yang bersangkutan;

2. Sekretaris Unsur Teknis/Perencana (Dinas/Instan si yang
bersangkutan);

3. Anggota a) unsur bagian Administrasi Pembangunan Setda

Kabupaten Purworejo;

b) unsur Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Asset Daerah Kabupaten Purworejo;

c¢) unsur teknis (apabila diperlukan, misalnya
pekerjaan konstruksi oleh Dinas Pekerjaan

Umum atau Dinas Pengairan Kabupaten

Purworejo sesuai dengan tupoksinya);

k. Pengadaan barang :

Panitia berjumlah gasal, beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima)

orang terdiri atas unsur/ SKPD :

1. Ketua : Unsur dinas/Instansi yang bersangkutan;

2. Sekretaris Unsur Teknis/ Perencana (Dinas/ Instansi yang
bersangkutan);

3. Anggota : a) unsur bagian Administrasi dan Pembangunan

Setda Kabupaten Purworejo;

b) unsur Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Asset Daerah Kabupaten Purworejo;
c) unsur Teknis/ Perencana Dinas/Instansi
bersangkutan;

I. Jasa Konsultasi:

Panitia berjumlah gasal, beranggotakan sekurang-kurangnya 5
orang terdiri atas unsur/ SKPD :

1. Ketua Unsur dinas/Instansi yang bersangkutan;

2. Sekretaris Unsur Teknis/Perencana (Dinas/ Instansi

bersangkutan);
3. Anggota a) unsur bagian Administrasi Pembangunan
Kabupaten Purworejo;

yang

(lima)

yang

Setda

b) unsur Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Asset Daerah Kabupaten Purworejo;
c¢) unsur Teknis/ Perencana Dinas/ Instansi
bersangkutan;

yang
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m. Jasa Lainnya:
Panitia berjumlah gasal, beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima)
orang terdiri atas unsur / SKPD :

1. Ketua Unsur dinas/Instansi yang bersangkutan;

2. Sekretaris Unsur Teknis/Perencana  (Dinas/Instansi yang
bersangkutan);

3. Anggota a) unsur bagian Administrasi Pembangunan Setda

Kabupaten Purworejo;

b) unsur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah Kabupaten Purworejo;

c) unsur Teknis/ Perencana Dinas/ Instansi yang
bersangkutan;

Paragraf 3
Pejabat/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 208

(1) Pengadaan Barang/jasa pemerintah dengan nilai sampai dengan
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Panitia
Pengadaan atau Pejabat Pengadaan.

(2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (2), ayat (3) dan
ayat (6), dan diutamakan berasal dari Satuan kerja substansi pekerjaan/
kegiatan yang bersangkutan.

(3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan sebagai berikut:
a. menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa:
b. menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
c. menyiapkan Dokumen Pengadaan.

(4) Ruang lingkup dan tugas Pejabat Pengadaan adalah :

a. melaksanakan pengadaan barang/jasa sampai dengan
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilakukan dengan kuitansi
bermeterai secukupnya;

b. melaksanakan pengadaan barang/jasa di atas Rp. 5.000.000,00 (lima
juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
dengan cara sebagai berikut:

1. membuat HPS yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa;

2. membuat surat permintaan penawaran kepada penyedia barang/jasa;

3. mengadakan Evaluasi dan Negosiasi Harga;

4. mengusulkan pelaksana pekerjaan kepada Pengguna Barang/Jasa

5. menyiapkan surat pesanan kepada Penyedia Dbarangljasa yang
ditanda tangani oleh Pengguna Barang/Jasa;

6. membuat Berita Acara serah terima barang yang ditanda tangani oleh
Pejabat pengadaan Barang/Jasa, Pemegang Barang dan Penyedia
Barang/Jasa.
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c. melaksanakan pengadaan barang/jasa di atas Rp. 15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dengan cara sebagai berikut:

1. membuat HPS yang ditanda tangani oleh Pengguna Barang/Jasa;

2. membuat surat permintaan penawaran kepada penyedia barang/jasa
yang telah ditunjuk;

3. mengadakan evaluasi dan negosiasi harga yang dituangkan dalam
Berita Acara;

. mengusulkan pelaksana pekerjaan kepada Pengguna Barang/Jasa;

5. menyiapkan SPK kepada Penyedia Barang/Jasa yang ditanda
tangani oleh Pengendali Kegiatan;

6. membuat Berita Acara serah terima barang yang ditanda tangani oleh
Pejabat pengadaan Barang/Jasa, Pemegang Barang dan Penyedia
Barang/Jasa;

7. menandatangani pakta integritas bersama Penyedia Barang/Jasa

» vyang diketahui pengguna barang/jasa.

Bagian Ketiga
Uang Sidang dan Biaya Kegiatan
Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa dan Pejabat pengadaan

Pasal 209

Uang Sidang dan biaya kegiatan Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa dan
Pejabat pengadaan termasuk penggandaan dokumen serta biaya pengumuman
pelelangan dialokasikan dalam dokumen anggaran yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Tim Pembina Pelaksanaan Kegiatan APBD

Pasal 210

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan
barang/jasa agar sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahan-perubahannya, dibentuk Tim Pembina Pelaksanaan Kegiatan APBD
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

LAIN-LAIN

Pasal 211
Untuk pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan
tugas pembantuan, dalam pelaksanaan kegiatannya tetap berpedoman pada
petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dari Menteri/ Lembaga yang
bersangkutan dan disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan

oleh Bupati.
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PENUT
UPPasal
212

Keberhasila n pelaksanaa n APB D Kabupate n Purworej o selai n
dilaksanakanoleh jajaran pemerintahan juga ditentukan oleh dukungan
da n partisipas i masyarakat dalam menghadap i tantanga n dan
menyelesaikan permasalahanyang ada dengan sebaik-baiknya, sechingga
cita-cita masyarakat Kabupaten

Purworejo dapat terwujud sesuai dengan visi dan misi yang telah
ditetapkan.

Pasal
213

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang
mengenaiteknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal
214

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratura
n

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 13 Januari 2009

BUPATI PURWOREJO
Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 13 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 28 SERI A NOMOR 2



LAMPIRAN | : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

GAMBAR:I
STRUKTUR ORGANISASI SKPD (BADAN DAN DINAS)

KEPALA SKPD *

Pengguna Anggaran

KA. BAG. TU

KPA/PPKom.

KA. SUB BAG. KA. SUB BAG.
KEU LAINNYA

PPK-SKPD PPTK

KA. UPT KA. BID
KPA KPA
KA. SUB KA. SUB
BID. BID.

PPTK PPTK




LAMPIRAN | Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanqggal : 13 Januari 2009

GAMBAR:2
STRUKTUR ORGANISASI SKPD (SEKRETARIAT DAERAH)

SEKDA

PENGGUNA ANGGARAN

KA. Bi\G. UMUM

KA. BAG. K P/V PPK om
K PA/PPKom
KA. SUB 1
BAG. KEU KA. SUB
BAG. LAIN
PPK -SKPD
PPTK

KA. SUB BAG.

PPTK



LAMPIRAN | : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

GAMBAR:3

STRUKTUR ORGANISASI SKPD (KANTOR)

KEPALA SKPD

PENGGUNA ANGGARAN

KA. SUB BAG. TU

PPK-SKPD

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI

PPTK PPTK




LAMPIRAN | : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

GAMBAR:4

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA ANGGARAN
(KECAMATAN DAN KELURAHAN

KA. SKPD/CAMAT

PENGGUNA ANGGARAN

LURAH SEKCAM
KPA PPK-SKPD
SEKLUR KA. UR. KEU
PPTK PPTK
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI

PPTK PPTK



LAMPIRAN Il : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29Tahun2009
Tanggal : 13 Januari 2009

Prosentase rincian perhitungan anggaran pengadaan barang/jasa :

PAGU ANGGARA M (Milyard Rupiah)
RINCIAN KEGIATAN 5 s/d
Os/d 1 lsid2 |2s/d3 |[3s/d4 |4s/d5b 10
1 2 3 4 5 6 7
1. Pengelolaan
Kegiatan (AP) 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75
dalam %
2. Perencanaan 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00
dalam %
3. Pengawasan
3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00
dalam %
4. 0'/<°”S”“ks' dalam | o500 | 91,25 | 92,50 | 93,75 | 95,00 | 96,25
0
5. Total Belanja
100 100 100 100 100
Modal dalam % 100
KETERANGAN :
1. Belanja Pengelolaan Kegiatan (AP) dirinci pada Belanja Pegawai, Belanja
Barang/Jasa (Maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
2. Belanja Pengelolaan Kegiatan(AP), Perencanaan, Pengawasan dan
Konstruksi masuk pada Belanja Modal.
3. AP untuk kegiatan DED agar diperhitungkan secara rinci pada DPA-SKPD.




mopoT O

FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOMOR:......................
Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan
[1] SPPUP - [2] FRCU -

. Kode
S° ()
Unit Keja (...)
Alamat’ (..n)
No. DRA-SKFDDARA-

KDL (o)
Tanggd DPA-SKFDDARA-

KFDDRPAL-XKAD (...)
Tehun Anggarart (...)
Bulat ()

Degan mempahdikan Pearaturan Gubemur/BupatiWdikatd) Namor. .

meggukan Surat Pamintaen Pembayaran sebegal berikut:
Jumleh Pambayaran vana diminta” o

Untk keDerluan®

Nara Bendshera Panodueran /Rhek Ketiga™
Alamat”

No. Rekeing Bank™

Megdahu,
Pgjabat Pelaksana Teknis Kegiatan”

(Tendatangan)

Garalavkad
NIP.

Tambahan Uang Persediaan

Jka FP IS pangadaen barang dan jasa Pgabet Pdaksana Teknis Kegiaan ikut menandatangeni

Lembar Adi Untuk Pengguna AngoaranFKK-SKFD
HHinan 1 Uniik Kuea BLD
Sinan 2 Unik Bendehara Pangduara/PPTK

Sinan 3 Uniuk Ardp Bandehara PangduaranPPTK

FERATURAN BUPATI FURWOREIDD

NOMCR  : 29 TAHUN 2009
TANGGAL : 13 Januari 2009

Pembayaran Langsung

[3] SFRTU - [4 FPLS -
: Kode
7. Unusn Pemaintshen”® (...)
8. Nama Program’ (...)
9. Nara Kegaan™ (...)
Kegeta Yth
Pangouna anggarary Kuesa, Pengguna Anggaean
d
..... Taun . ... tentang Penjeberan ARBD, barssmaini kemi
.................. Jtangod
Bendahara Pengdluaran
(Tandatangan)
frema lenckad
NIP.



PERATURAN BUPATI PFURWOREID
NOMCR ;29 TAHUN 2009
TANG GAL : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOMOR: ...
Uang Persediaan Ganti Uang Persedizan Tambahen Uang Pembayaran
[1] SPPUP « [2] FRGU » Persediaan Langsng
[8] SPTU «  [4] SPLS -
1 Jenis Kegaan a Gdi den Tunjangen 3 LBaergarwa@ Josa
2. Nomo dn NaraKegiga ¢ a I
3. Alargt XA Unt Keja’
4. NaraPerusshaan®
5. Baiik Perusshaant aPl/NV hC/ cHma dLanan
6. Alarg Perusshaan®
7. NaraFnyiren Perusshean”
8. Naradan No Rekaing Bak’
9. Namxr Karek®
10. Unik Pekerjeary Keperluan™
11 Desr Pengeluaran™ gD Nomoe.......... Tag. ...
Shes: Rp (Terbilang 0
No. Uraian Jumlah Maa Anggaran Bersangkutan
DPA-SKPD/DPPA-KPD/DPAL-KPD
Tagd @
Nomr @ . Rp
I _I$:D
Tanged Namo
Tangd Nomor
Tanged Namor . Ro HI Ro
- S0
D pauntukan UP,
D pauntukan QU
D pauntkan TU:
D pauntkan LS Pambeyaran Ggi den Tunjangan:
D pauntukan LS Pengedsan Barang den Jesa . Rp. 11
Paca S ini ditetgpkan lampirarampiran yang diperiukan sehegaimana tertera peda deftar kdengkapen dokumen SFR1
M e Jtangod
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan® Bendahara Pengeluaran
(Tancautangan) (Tenda teangan)
(nema lengkag OHTE’I\:I@@P
NIP. )

* Jka S LS pengadaen barang dan jasa Pgjebat Pdaksana Teknis Kegiaan ikut menandatangani
*' Coret yang tidek periu

Lember Adi Uitk Pengguna AngopraFRK-SKFD
SHinan 1 Uik KuesaBLD
Sinan 2 Uik Bendehera FangduaraPPTK

Sinan 3 Uik Ardp Bendahara PengduaranPPTK



UWKNII | ItKAIUIWI BUmil rUNMWU
NOUOR : 29 TAHUN 2009
TANGGAL : 13 Januai 2009

KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOMOR .
Uag Persediaan Ganti Uang Persediaan Tambahan Uang Persediaan Pimb@/a;gm
1 P L] 2 L] L]
[1] sPRU [2] sFPGU [3] SRTU 4 agqung S.
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
TAHUN ANGGARAN. .. ... ... ..
No. Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4
Jumlah
TEOIEG & (oo )
o Janggd
Megetahu,
Pgjabat Pelaksana Teknis Kegiatan® Bendahara Pengeluaran
(Tenda tangan) (Tandatangan)
(nema lengkap) (nema lengkap)
NIP. NIP.

? Jka SP LS pengadaen barang dan jasa Pgabet Pdaksana Teknis Kegiaan ikut menandatangani
' Coret yang tidek peru

LembarAdi : Unik Pagguna AngopraPRK-SKFD
Sdinan 1 Uniuk KuesaBLD
Sdinan 2 : Unik Bendehera PangduaraFPTK

Sdinan 3 . Uik Arsp Bendehara RagduaranPPTK



LAMPRRAN I PERATURAN BUPATI FURA
NOVIOR  : 29 TAHUN 2
TANGGAL : 13 Januai 200

DAFTAR REKAPITULAS GAJ PEGAWAI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

SKPD..........
BULAN. ... .
- ji ST T. T. | T Tj. WP Lan
No Gd Peg | lsi | Ak | Jwa Gq‘l Tjlsi | aky | e | TR o gk Fulgsmum Bdss| PPN |ASKES driKdar o | FPh | Tepmum ASKES (4 | . Ra
(Ol ONGAN |
| |
______ NCAN I
| |
...... N AN H
| T~
GOLONGAN V
| |
Puworgo, ..
Keda.....................
(oo )



LAW A RAN Il : PERATURAN BUPATI PURWORED
NOMOR @ 29 TAHUN 2009
TANGGAL : 13 Januari 2009

FORMAT SURAT KETERANGAN SPP-TU

KABUPATEN PURWPREJO
SKPD

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-TU

Setutwgan dengan Surat Permintaen Pembayaran Tambehan Uang Persadiaen (SR TU) yang kam gukan sehesar Rp .

M == dq_,]kkq)akmS(HD ......... Tehun Anggarn . dengan in menyataken dengan sshenamya behwa
jin tambehen
No. Kode Rekening Uraan J(Jgg‘;*]
Jumlah

Demikian Qurat Keterangan ini dibugt uniuk meengkapi persyaratan pengguen FRTU KFD.

Pengguna Anggaran/ Kussa Pengguna Anggaran

(Tenck tangar)

(nema lengkap)
NIP.




LAMPIRAN Il : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

PP UP

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

Nomor: Tahun 2009
SURATPENGANTAR
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
........................ (SKPD)
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
Uang Persediaan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan. . ... .. .. .

b. SKPD. . . .

c. Tahun Anggaran. . .. .. .. .

d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor ... ....... ... .. ... ...

e. Jumlah SPD S Rpo
(terbilang:

f. Nama Bendahara Pengeluaran

g Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp
(terbilang:................ ...

h  Nama dan Nomor Rekening Bank

Purworejo

Bendahara Pengeluaran

NIP



LAMARAN I : PFERATURAN BUPATI PURA-I-Ff JO
NOMOR : 29TAHUNZ2009
TANGGAL: 13Jamiaii 2009

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
SPP-UP
|  Surat Pengantar SPP-UP
| Ringkasan SPP-UP
| Rindan SPP-UP
| Sdinan SPD

|  Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lan sdlain
uang persediaan saat pengguan SP2D kepada Kuasa BUD.

Lampiran Lannya

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN
Tanggd

Nama

NIP

Tanda Tangan



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

Nomor: Tahun 2009
RINGKASAN
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor. .. .. .. .. Tanggal ....... .. tentang Juklak APBD
Jumlah Uang Persediaan wuntuk SKPD........................... ... ... sejumlah Rp
Terbilang:
Purworejo,.......................

Bendahara Pengeluaran



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Nomor: Tahun 2009

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening (Jenis) Uraian Jumlah
1.
2.
3.
TOTAL
Purworejo, . ............. ...

Bendahara Pengeluaran




LAMPIRAN Il : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

SP__GU

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

Nomor: Tahun 2009
SURATPENGANTAR
Kepada Yth.
pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
..........1..... (SKPD)
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
Ganti Uang Persediaan sebagai berikut:

Tahun Anggaran. . .. ...
Dasar Pengeluaran SPD Nomor ...
Jumlah Sisa Dana SPD S Rp
(terbilang:
Nama Bendahara Pengeluaran
Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp
(terbilang:............... ...
h Nama dan Nomor Rekening Bank

®2o0 o

b

Purworejo,

Bendahara Pengeluaran

NIP



LAMPIRAN Il : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

SPP LS Gaji dan  Tunjangan

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)
Nomor: Tahun 2009

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
........................ {SKPD)

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Gaji dan Tunjangan sebagai berikut:

Tahun Anggaran. . ... ... .. ..

Dasar Pengeluaran SPD Nomor ... ...

Jumlah Sisa Dana SPD S Rp

(terbilang:

f.  Untuk Bulan

g Nama Bendahara Pengeluaran

h Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp
(terbilang:......................

i. Nama dan Nomor Rekening Bank

® a0 op

Purworejo,

Bendahara Pengeluaran

NIP



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)
Nomor: Tahun 2009

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD | RO (1)
RINGKASAN SPD
L,)Iroth Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
1
2.
JUMLAH | Rp (ID

Ssa Dana yang belum di SPD kan (I-Il) | rp

RINGKASAN BELANJA

Belanja UP/GU

Belanja TU

Belanja LS Pembayaran Ggi dan Tunjangan

Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa

JUMLAH [Rp (HO

Ssa SPD yang di terbitkan, belum dibelanjakan (II-Il) | Rp .~

Purworejo,......................

Bendahara Pengeluaran




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor: Tahun 2009
RINCIAN
No . .
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Urut
1.
2.
3.
4. *
5.
6.
7.
8.
9.
TOTAL
Terbilang:
Purworejo, .................... ..

Bendahara Pengeluaran




LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

SPP LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJ DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-BARANG DAN JASA)
Nomor: Tahun 2009

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.

pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
........................ (SKPD)

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan. .. ... ... .. .. ...

SKPD e

Tahun Anggaran. .. ... ... ...

Dasar Pengeluaran SPD Nomor . ... ...

Jumlah Sisa Dana SPD CRp
(terbilang:.............. ..

Nama Bendahara Pengeluaran

g. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp

(terbilang:........................ ...

®oo0op

—h

Purworejo
Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran

NIP NIP



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-BARANG DAN JASA)
Nomor: Tahun 2009

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN

Program

Kegiatan

Nomor dan Tanggal DPA-/
DPPA-/DPAL-SKPD

Nama Perusahaan

Bentuk Perusahaan a PT/INV b. CV c. Airma d. Lan-lan.
Alamat Perusahaan

Nama Pimpinan Perusahaan

PNk wWNPR

Nama & Nomor Rekening Bank
9. Nomor Kontrak

10. Kegiatan Lanjutan YalBukan
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

12. Diskrips Pekerjaan

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD | Rp (6!
RINGKASAN SPD
Ll]lrou.t Nomor SPD Tanggal SPD Jumiah Dana
1
2.
JUMLAH |Rp (1
Ssa Dana yang belum di SPD kan (I-l) | rp

RINGKASAN BELANJA

Belanja UP/GU

Belanja TU

Belanja LS Pembayaran Ggji dan Tunjangan

Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa

JUMLAH |Rp ... OH)

Ssa SPD yang di terbitkan, belum dibelanjakan (II-ll) | Rp. ...

Purworegjo, ......................

Bendahara Pengeluaran




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-BARANG DAN JASA)
Nomor: Tahun 2009

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Ul\:at Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1
2.
3.
4.
5.
TOTAL
Terbilang:
Purworegjo, ... ...
M engetahui,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran

NIP NIP



LAMPIRAN Il : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

SPP LS Belanja Tidak Langsunq PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BELANJA PENGELUARAN PPKD
Nomor: Tahun 2009

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pejabat Pengelola Kegiatan Daerah
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
Langsung sebagai berikut:

Jenis Belanja i
Tahun Anggaran. . ...
Dasar Pengeluaran SPD Nomor . ... ...
Jumlah Sisa Dana SPD CRp.o
(terbilang:

Untuk Keperluan Bulan
Nama Bendahara Pengeluaran
g Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp

(terbilang: ... ... ...
h Nama dan Nomor Rekening Bank

oo o e

b 0]

Purworejo,

Bendahara Pengeluaran

NIP



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BELANJA PENGELUARAN PPKD

Nomor: Tahun 2009

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

. -~ 5- aana DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

| Rp ()

RINGKASAN SPD

No.

Urut Nomor SPD Tanggal SPD

Jumlah Dana

1

2.

JUMLAH

(1)

Ssa Dana yang belum di SPD kan (I-I)

R

RINGKASAN BELANJA

Belanja UP/GU

Belanja TU

Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa

JUMLAH

Ssa SPD yang di terbitkan, belum dibelanjakan (IlI-III)




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BELANJA PENGELUARAN PPKD

Nomor: Tahun 2009
RINCIAN
No . .
Urut Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
TOTAL
Terbilang:
Purworejo.......................
M engetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran
(oo ) (oo )




LAMPIRAN Il : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO
SKPD...........

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP
NOMOR: ...

Sehubungan dengan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang kami
ajukan sebesar Rp.... ... ... 00 (oo ). untuk keperluan SKPD.. ... . .. Tahun
Anggaran 2009, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna
membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.

2. Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran
yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-UP
SKPD.

Purworejo, ..................... ..

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)
Nomor: Tahun 2009

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD \ Rp (1)
RINGKASAN SPD
LTr?jt Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
1
2.
JUMLAH | Rp {1
Ssa Dana yang belum di SPD kan (I-Il) | rp

RINGKASAN BELANJA

Belanja UP/GU

Belanja TU

Belanja LS Pembayaran Ggji dan Tunjangan

Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa

JUMLAH | Rp (Hi)

Ssa SPD yang di terbitkan, belum dibelanjakan (II-l1l) | Rp

Purworejo, .................... .

Bendahara Pengeluaran

NIP............




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
URAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)
Nomor: Tahun 2009

RINCIAN PENGGUNAAN DANA

No Kode Rekening (Jenis) Uraian Jumlah
1.
2.
3.
TOTAL
Terbilang:
Purworejo.................... . .

Bendahara Pengeluaran

NIP



LAMPIRAN I Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 2 9Tahun 2009
Tanggal : 13 Januan 2009

SPPTU

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

(SPP-TU)
Nomor: Tahun 2009
SURATPENGANTAR
Kepada Yth.
Pengguna* Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
........................ (SKPD)
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
Tambahan Uang Persediaan sebagai berikut:

Tahun Anggaran e

Dasar Pengeluaran SPD Nomor .. ...

Jumlah Sisa Dana SPD CRp

(terbilang:

f. Nama Bendahara Pengeluaran

g Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp
(terbilang:......................

h  Nama dan Nomor Rekening Bank

® o0 o

Purworejo,

Bendahara Pengeluaran

NIP



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

(SPP-TU)
Nomor: Tahun 2009

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD | Ro......... 1)
RINGKASAN SPD
l’}lr%t Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
1
2.
JUMLAH [Rp (H)
Ssa Dana yang belum di SPD kan (I-Il) | rp
RINGKASAN BELANJA
Belanja UP/GU
Belanja TU
Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa
JUMLAH [Rp (Hi)
Ssa SPD yang di terbitkan, belum dibelanjakan (11-111) |Rp. .
Purworejo, ... ... .

Bendahara Pengeluaran




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

Nomor:

RINCIAN

Tahun 2009

Program :

Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

No

Urut Kode Rekening (Jenis)

Uraian

Jumlah

SUB TOTAL | Rp

Program :

Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

No

Urut Kode Rekening (Jenis)

Uraian

Jumlah

UB TOTAL | Rp

oTAL | gp

Terbilang:

Purworejo,

Bendahara Pengeluaran




FENETAPAN UANG FEREEDIAAN SKFD TAHUN ANGGARAN 2009

LAMARAN Il : FERATURAN BUPATI RURMCF
NOMCR

: 29 TAHUN 2009
TANGGAL: 13 Jai uia i 2009

NO | e D BELANA BELANJA LANGSNG AHAK Il ML BLILS | UP= (11
URJT TKLSG | LANGGNG | MLBEANA | ARG ASA| MDA UMAH | NNAHAKII| (10
1| 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(519) il

1 | 10101 | DNAS FENDIDKAN DAN KEBLDAYAAN 21993190000 6340B0BATS0| 385401254750 5642507000 696467.750  SR212

2 | 10201 DNASKEEHATAN 29450426000 1238530900 4180B00GO00| 1033512000 7822%790| 8856450900 3492121000 291010

3 | 102@ RIVIAH SIKIT VLM DABRMH %) 1302406000 230298000 15332704000 195000000 1429897000 162489700 64000 56283

4 | 1030L| DNAS FEKERPAN MM 7143457000 26791200000 3390667000| 4686042000 17523531000 2200573000 458L627000|  3BLAR

5 | 10302 DNASFENGARAN 5830300000 7120780000 12960149000 217086200 4868556782 50BG6GLOB2| 20M412/018| 17003#

6 | 10601 | BADAN FERENOANAAN FEVBANGLNAN DAERMH 1044000 1482900000 3442340000  134400000] 228500000 362900000 1120000000 93333

7 | 10701 | DNAS FERHUBUNGAN, KOVILNKAS, INFORVIAS DN PARWISATA | 5089666000 1258000000 6347666000 202074200 103630000  3B70AAD| 962296800 79358

8 | 10BOL | KANTCR LINGKUNGAN HDLP 3108580000  973900000] 4082480000 .| 777400000 777400000 196500000 16375

9 | 11001 | DINAS KEFENDUDUKAN DAN FENCATATAN SAL 4620116000  787.700000 5416816000 285712000 | 267200 501983000 418

10 | 11101 | BADAN KELUARGA BERENGANA DAN FEVEEFDAYAAN FEREVRAAN| 4620116000, 194750000 6573866000 -| 1170000000 1170000000 774750000 64563

1 | 11401 | DNASTENAGA KERA TRANSVIGRAS DAN SCHAL 464880000 975200000 5624000000 104067000 - 14057000 871143000 7255

12| 11901 | KANTCR KESBANG FOLITIK DAN LNVIAS 13075700 236400000 3667157000 1640250000 43653800 1683U0BS00| 64249620  S3%AL

13| 11902 | SATUAN FOLIS RAVIONG FRAR 1788157000 465000000 2253157000 5000000 | 500000| 415000000 34583

14 | 12008 | SKRETARAT DARRMH 80115000 7702%6L80| 1573607680 3257872700 150614200 3408486900 420447490 FHIST

BAGAN MM 803115000 29F00Z600| 10983141000 1GX027880| 150614200| 2079893000, 8MI3BAW| 72511

BAGAN HKM .| 2881850 298818500 . . | 2881850 249

BAGAN ADMINSTRAS FEVBANGUNAN | 3%rE0, 076750 - - | B0 25683

BAGAN FRASARANA ASK DN LH | %2750 820750 2824350 | 282350| 6094000 5080

BAGAN KERA | 1168250, 11658250 - - -| 1168250, 97153

BAGAN FEVERNTAHAN - 172150750| 1721597500 1139963900 .| 11999890 5BL6BED| 48460

BAGAN HUVIAS | B4R BA4RE0| 16030 | 1603%50| 174006000 1458

BAGAN FEREKONOMIAN DN AV | ZI2030|  42720030 - - | @23 B

BAGAN CRGANISAS DAN ARRATLR | ao7seE0| 4078050 : . - A7ERE0| B

15 | 12004 | SKRETARAT DFFD 2131544000 4800000000 693L544000| 1144280877|  30000000| LI74280877| 3625710123 30143

16| 12006 DINAS FENDARATAN FENGELOLAAN KELANGAN DN ASET DARRMH 92993867304 | 50600 | 98914526504 236326LA0|  GA7O0| 2428708300, 3491950900 290996

17 12006 | INSFEKTCRAT 190651100 1150000000 3066511000 . - - 11500000 %83

18| 12007 | BADAN KEFEGAWAIAN DAERMH 2071536000 2631400000 4702936000 3772000 50000000 394772000 2236628000 186386

19 | 12008 |KANTCR FELAYANAN FERZINAN TERAADU 1061686000 230000000 1291685000 . . .| 20000000 19167

2 | 12009 |KEDNVIATAN GRABAG 114788000 124500000 127233800 - - -| 145000 1037

21 |i %9 io | KEDAVIATAN NGOVBAL 12150000 124500000 13305/00 - - | 145000] 1035

2 |iii |KEAVATAN RRACDAD 1418006000 124500000 1542506000 - - | 143000 1037




NO. |\ e %D BELANA BELANJA LANGSUNG RHAK I MLBLILS | UP=(11

URJT X (S5 LANGSNG | ML BEANA | BARMNG ASA|  MODAL LIMLAH | NON RHAK Il (10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5)9) 1
23| 12012 | KECAVIATAN BAGELEN 1380844000 124500000 1514344000 - - - 145000 1035
2412013 | KECAVIATAN KAUGESNG 870708000 |  124500000| 995208000 - - - 1250000 1035
25 12014 | KECAVIATAN FURWORED 5919001000, 417100000 633101000 - - - 471000  A7B
26 |12015 | KECAVIATAN BANYULRP 2453149000|  187200000| 2640349000 - - - 15720000 15600
27 12016 | KECAVATAN BAYAN 163945000, 145400000 1700345000 - - - 540000 12117
28 | 12017 | KECAVIATAN KUTOARD 358777000| 240900000 3848677000 - - - 200000 2085
29 | 12018 KECAVIATAN BUTLH 11665145000 124500000 1280645000 - - - 1245000 1035
0 | 12019 | KECAVATAN ATURH 1374738000  124500000] 1499238000 - - - 145000 1035
3l 12020 | KECAVIATAN KEMIR 1215863000| 124500000 1340353000 - - - 145000 1035
2 | 12021 KEAVIATAN BRINO 3608000 124500000 1068198000 - - - 145000 1035
B 12022 KEAVIATAN GBANG 164900000 145400000 1794430000 - - - 4540000 12117
% 12023 KEAVIATAN LOMNO o7T7782000|  124500000] 1102282000 - - - 12450000 1037
3 | 12024 KECAVATAN BENER 1250813000 124500000 1334313000 - - - 145000 1035
3 | 12101 | BADAN FELAKSANA FENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 34275000| 1292606000] 4715330000 33985000 H00E2500]  689877500| 6027275000 50227
37 12201 | BADAN FEVEERDAYAAN MAS/ARMKAT DAN DEA 2466501000| 3960000000 645501000 2628252200| 178500000 2806752200 1153247800 96104
3 | 12401 | KANTOR ARSP DAN FERRUSTAKAAN DARRAH 1061226000  340000000| 1401226000 -] 117183500  117183500| 22816500, 18568
30 |20L0L | DNAS FERTANAN DAN KEHUTANAN 83%512000| 496430000 1329982000 3367515000 136470000] 3508986000 146036000  1216%
40 20601 | DINAS KELAUTAN, FERKANAN DAN FETERVAKAN 2194438000| 3199400000 5393833000 1766100000 1433300000 11942
41 20601 | DINAS FERINDUSTRAN FERDAGANGAN DAN KCFERAS 7912071000| 1500700000 9503671000  37600000| 76550000 803120000 787580000 66632
581927904250 | 170191290610 | 752119194800 25280364177 | 35962566882 | 119440628060 50750662561 3871349

Ket: Deta Bdarja LS phek Il bersasdl dai SKAD Ruwargo, 29 Jnuai 2009

Kepela Bickng Akuriars oen Parbencaharaer

DHKAD Kabupeten Fuwargo

RRNAD SARUTRO SE
NIP. 500 091 425




LAMARAN Il : FERATURAN BUPATI FURWCREIDD
NOMCR : 29 TAHUN 2009
TANGGAL: 13 BHHIMI 2009

FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA**....
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA)

SNED)
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
Tahun Anggaran
Bulan
(ddam nipiah)
PI- LSGai SPJ- LSBarang & Jasa*" SPIUP GU/ TU ish
Retl((ﬁng Uraian A“rfg”;f‘m sd.Buan | g i | Sd.Buan | sd.Buan | g, .. |sdBuan | sdBuen ... | sd Buan (LngP/Gle\F_U) Er%g?gali
Lau | BUanint |7y Lay | BUanin Ty Lau | Buanin in sd. Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+9) 10 u 12 (10+11) 13(6+9+12) 14 (313
JMLAH
Penerimaan
- D
- Potongan Pgak
a PN
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh-23
- Laran
Jumlah Penerimaan




- LSGHi SPJ- LSBaang & Jasa*! SPIUP GU/ TU
fhode Uraian umiah sd. Buan sd. Buan | sd. Buan sd. Buan | sd. Bulan sd. Buan (Lgﬂ%gﬁu) Sisa Pegu
Rekening Anggaran | =5 qu | Bulanini | =g Lau | Buanin | =g Lau | Buanin | =y sd. Buanini | AN
1 2 3 4 5 6= (445) 7 8 9- (748 ) 11 | 12=(10+11) | 13=(6+9+12) | 14=(313)
Pengeluaran
- SPI (LS + UPGU/TU)
- Peyetoran Pgak
a PN
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh-23
- LarHan
Jumlah Pengdluaran
SddoKas
M O , tanggd ..........
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
(Tandatangan) (Tanda tangan)
NIP. NIP.
**) Coret yang tidek pelu
>
° . ° "




LAMPIRAN |V : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO
SKPD. ...

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-TU
NOMOR:................................

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU)
yang kami gjukan sebesar Rp........... 00 (oo ). untuk keperluan SKPD
.......... Tahun Anggaran 2009, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan
guna membiayai kegiatan yang tidak dapat ditunda.

2. Jumlah Uang Tambahan Persediaan (TU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan
Pembayaran Langsung (LS)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-TU
SKPD

Purworegjo, ... ... ... ...

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran



KABUPATEN PURWOREJO
KARTU KENDALI KEGIATAN

NOMCR @ 29 TAHUN 2M9
TANGGAL: 13 Januai 2009

SPz
NAMA PROGRAM
NAMA KEGATAN
NAMA PPTK
FAGU ANGGARAN KEGATAN %@ATAN S QU
URAUTU LS URAUTU LS ®
JUMLAH
Puwogo........................
Mengetahui:
Pgabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pengguna AnggaravK uasa Pengguna Anggaran

NIP.




LAMPIAN 'V FERATURAN BURATI FURMOREDD
NOMCR @ 29 TAHUN 2009
TANGGAL: 13 Jamiaii 2009

KODE REKENING NERACA

AET
ASST LANCAR
1 Kas
1|02|01| Kasd BeadaaParaimen
1]03|01 Kesd BeddaaPapduaan
3 Fiutang
3 102|01| HuagRerbs
4 Rutarg Laran
5 Persediaan
AETTETAP
Tanah
01 Tench Kartor
Peralatan dan Mesin
01 Ala-da Baa
02 Alat-dat Angkuian
07 Alat Bagkd
08 Ala Patanian dan Peemekan
09 Ala-da Kantor dan Rumeh Tangga,
15 Ala Sudio den Alat Kamunkes
17 Ala Ukr
18 Ala-da Kedoktaran
19 Ala Laboratorium
20 Ala Keamenen
Gaung den Baguen

01 Banguren Gadlrg

06 Banguren Maumen

Jdlan, Irigas dan Jaringan

01 Han

02 Jamnbatan

03 Banguren Air (Iriged)

05| 01| Inddes

05| 02| Jaingan
Ast Tetap Lannya

01 Buku den Parpudtakeen

03 Hawan/Tamek dean Tumburen
Kongruks Ddam Pengerjaan

01 Kondnkd Ddam Pangajeen

Akumulas Penyusutan Aset Tetap

~NNo oo goabhABRBRBDBRWWWNNINDNNDNNDNNNDNR|RF

01 Akumuas Payusuian At Teiap ...

ASET LAINNYA

Taghen Panjudan Angauran

Tagihen Tuntutan Ganti Kaugian Dagreh

Kemitreen dengen Hhek Keliga

Agtt Tek Bawtjud

GOaaaawW W W W W W W W WW W WWWWWWWWWWWWWWWwwWwWWwWW| R RRRPR R RPR R

AR IWIN|F-

Ast Lanlan

KEWAJBAN

KBANAJIBAN JANGKA FENDEK

Utang Parhitungen Rhek Keiga

6 Uag Muadari Kes Dagreh

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

Cadengen Fitay

3 Cedangan Parsdiaen

EKUITAS DANA INVESTAST

2 Diinvestasikan ddam Ast Tetap

WWWWWWWNNNN PR R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R RR R R R R R R P R R R P R R R R R R Rk P

NININR R PR R R
N

3 Diinvetadkan ddam At Lamya




LAMARAN V : PERATURAN BUPATI PURWOREJO
Nomor  : 29 Tahun 2009
Tangga : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO
KARTU KENDALI KEGIATAN

SKPD
NAMA PROGRAM
NAMA KRGIATAN

NAMA PPTK
No Kode Pagu anggaran Realisasi Kegiatan Sisa Pagu
Urut | Rekenin kegiatan (Rp. ) Uraian (SP2D ) (Rp.) Anggaran
g UP/GU/TU LS UP/GU/TU LS (Rp.)
Jumlah
Purworejo, ..... . .. ..
M engetahui
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran PPTK

(Tanda tangan)

(Nama Lengkap) ..gkap)
NIP. NIP.



LAMPRAN V : PERATURAN BUPATI PURWOREJO
Nomor  : 29 Tahun 2009
Tangga : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO
BUKU KAS UMUM

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran

No. Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran
Urut (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
Jumlah Bulan / Tanggal Rp....... .. ... .| Rp.
Jumlah sampai bulan lalu / tanggal Rp....... .. ... .| Rp.
Jumlah semua s/d bulan / tanggal Rp....... .. ... .| Rp.
Sisa Kas Rp.

Pada Hari ini tanggal ..... ... .. . .. , 200...
oleh kami didapat dalam kas Rp... ... . ..
(o dengan huruf)
Terdiri dari:
a. Tunai Rp................ ...
b. Saldo Bank Rp................ ...
c. Surat Berharga Rp............... ...
Purworejo, .............. . ..
M engetahui
Pengguna Anggaran / Bendahara Penerimaan /
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(..o ) G )




LAWIKAN VI :  PERATURAN BUPATI PUR!
Nomor | shun “uuy
Tangga : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO
BUKU KAS UMUM

iz -z - e a’e-angkat Daerah
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Ee:a-3'a -e-er'maan/Bendahara Pengeluaran

Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan | Pengeluaran
(Rp) (Rp)
2 3 4 5 6
Jumlah bulan / tanggal Rp..........| Rp.
Jumlah sampai bulan lau / tanggal Rp..........| Rp.
Jumlah semua s.d bulan / tanggal Rp..........| Rp.
Sisa Kas Rp.
Pada hari ini tanggal ........... ... .
oleh kami didapat dalam kas Rp ............... ...
(oo dengan huruf)
Terdiri dari:
Tunai Rp............... ..
Saldo bank Rp.................
Surat berharga Rp.................
Purworejo,
Mengetahui;
Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

NIP NIP




LAMPRAN VIl : PERATURAN BUPATI PURWOREIO
Nomor  : 29 Tahun 2009
Tangga : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO
BUKU SIM PAN AN / BANK

XM

Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran
Pembantu Bendahara Pengeluaran

Hdaman:
: : Penerimaan | Pengeluaran Sado
No. Unit Tanggd | Uraian
(Rp) (Rp) (RP)
1 2 3 4 5 6
Jumlah
................ Jtanggd .
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
nama. lenak nama lengk

NIP. NIP.



LAMPIRAN VII : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO
BUKU PAJAK PPN7 PPh

XPD
Kepda KFD
Bendahara Pengeluaran
Hdaman:
; Pemotongan | Pengeluaran Sddo
NoUru Taged Uraan
(Ro) (Ro) (Ro)
1 2 3 4 5 6
1
Jumlah
, tanggdl
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Tenda tangan) (Tenda tangan)
nama lengk (nama lengkap)

NIP. NIP.



LAMARAN VI @ PERATURAN BUPATI PURWOREJO

Nomor : 29 Tahun 2009
Tangga : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO
BUKU PAN JAR

XPD
Kepda KFD
Bendahara Pengeluaran
Hdaman:
. Penerimaan | Pengeluaran Sddo
No. Urut Tangod Uraian Ref.
(Rp) (RP) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah
s Jtangogd
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Tenda tangan) (Tenda tangan)
nama lengk nama lenak

NIP. NIP.



LAM A RAN VIl : PERATURAN BUPATI PURWOREJO
Nomor  : 29 Tahun 2009
Tangga : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO
BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK

X
Kode Rekening

Nama Rekening
Kredit AFBD
Tahun Anggaran

Haaman:

Pengeluaran
Nomor BKU

(Rp)
LS UPIGU/TU Jumlah

Jumlah bulan ini

Jumlah sampai dengan bulan ldu

Jumlah sampai_dengan bulan ini

Mengetahui,

Peng%%na Anggaran/ Kuasa Bendahara Pengeluaran
gguna Anggaran

(Tenda tangan) (Tanda tangan)

nama. lengk nama lengki

NIP, NIP.



REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS

LAMARAN VI

KABUPATEN PURWOREJO

: PERATURAN BUPATI PURWOREJO

Nomor

: 29 Tahun 2009

Tangga : 13 Januari 2009

SKPD: ... . ...
Hdamen :
Nomor SPP Jumlah SM (Rp)
JJ\I& Tanggd LS Uraian LS
uP Q U G5 Barang upP QJ U . Barang
& Jasa Gal | g lasa
1 2 3 4 5
Jumlah
5P , tanggdl ..
Mengeiahui,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKFD
(Tanda tangan) (Tanda tangen)
(nema lengkap) (nema lenckepl
NIP. NIP.




LAMARAN VIII : PERATURAN BUPATI PURWOREJO
Nomor  : 29 Tahun 2009
Tangga : 13 Januari 2009
KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Fomet
TAHUN ANGGARAN ... ... URGUITULS
Nomor SM )
(Dis deh FK-KD)
KUASA BENDAHARA UMUM DABERAH Potongan-potongan:
PROVINS/ KABUPATENN/ KOTA**...,
Supaya menarhitken SP2D kepedar
. Uraian
¥ e (No. Rekening) Jumiah Ket
Bendehara Pengduaray Ahek Ketiga?". luaran Waib
Pegawal Neger
Nomor Rekening Bank: m
Pegawel
NP
Dasxr Pembayarary No. dan Tangod SD
Untuk Keparluen :
Jumlah
1 Bdanja Tidek Langsung™ Potongan Ro_
2 Bdanja Langaug Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran
Pambebenan peda Kode Rekening : M)
(Kode Rekening) Rp. No Uraian Jumlah Ket
(Kode Rekening) Rp. N
(Kode Rekening) Rp. 2 mH
(Kode Rekening) Rp.
(Kodke Rekening) Rp. Jumlah Rp
(Kode Rekening) Rp. Jumlah M RP_
(Kodk Rekening) Rp. Uang sgiumlah :
(Kode Rekening) Rp.
(Kode Rekening) Rp.
(Kode Rekening) Ro. ,tanggd .
(Kode Rekening) Rp. Kepada SKPD,
(Kode Rekening) Rp.
Jumlah SPPyang Diminta Rp. (Tanda tangan)
(...
Nomor dan Tanggal SPP dan na’nal\:lp ki

* coret yang tidek peru
**' Hiih yang seuai

SPM ini sah apabilatelah di tandatangani dan di stempel oleh SKPD




LAMPIRAN IX : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor  : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

FORMAT SURAT PENOLAKAN SPM
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SKPD............... ...

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

Kepada Yth.
Bendahara/PPTK
di-

Nomor
Lampiran
Perihal Pengembalian SPP

Bersama ini terlampir Surat Permintaan Pembayaran Uang
Persediaan/Ganti Uang / Tambahan Uang dan Langsung (SPP-UP/GU/
TU/LS) Saudara Nomor....... ... ... ... .. ... ... .. tanggal 200..........
dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses.
Adapun kekurangannya sebagal berikut:

1

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
........ , tanggal
Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna anggaran

(nama_lengkap)
NIP.

Coret yang tidak perlu.



LAMPRAN X :  PERATURAN BUPATI PURWOREJO
Nomor  : 29 Tahun 2009
Tangga : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

SKPD: ... . ...
Nomor SPP Jumlah SPP (Rp)
No. Urut Tﬁgg%r& LS Uraian LS
UP| QU | TU . Barang & uP al TU . Barang &
Gai Josa Gai Jasa
1 2 3 4 5
Jumlah
tanggal...
M ’

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPD

( LIIKII tingan) (Tanda tangan)

(ikimi lijmikiip) namall

NIC. NIP.




LAMARAN X :  PERATURAN BUPATI PURWOREIO
Nomor : 29 Tahun 2009
Tangga : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO
REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS

SKPD: ... ... ..
Hdayen :
Nomor SPP Jumlah S™M (Rp)
L'J\Ir?it Tanggd LS Uraian LS
uP aJ TU G5 Barang uP A TU . Barang
& Jasa Gal | g lasa
1 2 3 4 5
Jumlah
tangodl...
Mengeiahu,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran PPK-KPD
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
(nema lengkap) (rama lengkep)

NIP. NIP.




LAMPARAN XI :  PERATURAN BUPATI PURWOREJO

Nomor  : 29 Tahun 2009
Tangga : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO

REGISTER PENERIMAAN
REGISTER PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELUARAN ( SPJ)

Halaman:
No . Jumlah SPJ
Urut Tanggal Uraian (Rp.) Keterangan
1 2 3 4 5
Jumlah
Purworejo, ....... .. ..
Mengetahui
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran PPK - SKPD

(Tanda tangan)

(Nama Lengkap)
NIP.

(Tanda tangan)

(Nama Lengkap)
NIP.



LAMPRAN XI : PERATURAN BUPATI PURWOREJO
Nomor  : 29 Tahun 2009
Tangga : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO

REGISTER PENERIMAAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN ( SPJ)

Halaman :
No . Jumlah SPJ
Urut Tanggal Uraian (Rp.) Keterangan
1 2 3 4 5
Jumlah
Purworejo, ...... ...
Mengetahui
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran PPK - SKPD
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. NIP.



LAMPIRAN XI : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SKPD. .

SURAT PENOLAKAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN ( SPJ)

Purworejo, ..............
Nomor . . .. .. . ... . . Kepada Yth.
Lampiran :.................... Bendahara Pengeluaran / PPTK
Perihal : Penolakan SPP
d —
Purworejo

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPJ Saudara pada Periode ... .. .
tanggal ....... ... bulan ... ... ... .. tahun . . . .. ditemukan kesalahan sebagai berikut:

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Purworejo,

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna anggaran

(nama_lengkap)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala SKPKD

2. Kepala Bawasda Kabupaten Purworejo
3. Arsip




LAM P RAN XI  Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO

REGISTER PENOLAKAN
LAPORAN PERTNGGUNGJAWABAN PENGELUARAN ( SPJ)

\: . Jumlah SPJ
Tanggal & Nomor Uraian Keterangan
Urut 9% (Rp.) 9
1 2 3 4 5
Jumlah
Purworejo, ... ... ...
M engetahui
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran PPK - SKPD
(Tanda tangan ) (Tanda tangan)
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. NIP.



L/wiriKHIM Al . rerauiran rsupau rumqi

Tanggal : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO
REGISTER PENUTUPAN KAS

Tangga Penutupan Kas
Nama Penutupan Kas
Tangga Penutupan Kas Yang Lau

Jumlah Transaks §d bulan

Jumlah Penerimaan gd Tanggal 31 Desember 200.. Rp. NIHIL
Jumlah Pengeluaran §d Tanggal 31 Desember 200. Rp. NIHIL
Saldo Buku Rp. NIHIL
Saldo Kas
Terdiri Atas:
1. Uang Kertas :
Pecahan Rp.  100.000 0 Lembar Rp. NIHIL
Pecahan  Rp. 50.000 0 Lembar Rp. NIHIL
Pecahan Rp. 20.000 0 Lembar Rp. NIHIL
Pecahan  Rp. 10.000 0 Lembar Rp. NIHIL
Pecahan  Rp. 5.000 0 Lembar Rp. NIHIL
Pecahan  Rp. 1.000 0 Lembar Rp. NIHIL
Pecahan  Rp. 500 0 Lembar Rp. NIHIL
2. Uang Logam :
Pecahan  Rp. 1.000 0 Lembar Rp. NIHIL
Pecahan  Rp. 500 0 Lembar Rp. NIHIL
Pecahan  Rp. 200 1 Lembar Rp. NIHIL
Pecahan  Rp. 100 0 Lembar Rp. NIHIL
Pecahan  Rp. 50 0 Lembar Rp. NIHIL
Pecahan Rp. 25 0 Lembar Rp. NIHIL
3. Kertas Berharga dan bagian kas yang diijinken ordonasi / SP2D, Wesel. cek, Saldo Bank, Materai dan
Materai dan sebagainya Rp. NIHIL
JUMLAH Rp. NIHIL
Perbedaan Postif / Neggtif Rp. NIHIL

4. Penjelasan perbedaan bak pogtif maupun negatif: -

Mengetahui Purworgo, .................
Bendahara Penerimaan/ Bend. Penerimaan Pembantu/
Bendahara Pengeluaran Bend. Pengeluaran Pembantu

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
NIP............. NIP



LAMPIRAN XII : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
( SPJ BELANJA ADMINISTRATIS)

XD
Pengguna Anggaran / Kuesa Pengguna Angaran
Bendahara Pengduaran
Tahun Anggaran
Buan
SPJ- LSGi SPJ- LSBarang & Jasa SPJ UPGU/TU Jumlah SPJ
KODE REKENING URAIAN dumlah <d o (LS"LUTE;GW Sisa Pagu
Anggaran | an Buln | s Bulan | pyjgn | Bulen | sd BUAN | i | BUEN |5 puin 1n | s/d Bulan in Anggaran
ldu ldu ldu
1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 | 13=6+9+12 14=3+13

JUMLAH




Penerimaan

- SP2D

- Potongan Pajak

a AN

b. PPh21

c. PPh22

d. PPh23

Lan - lan

Jumlah Penerimaan

Pengeluaran

- SPJ(LS + UPIGU/TU)

- Peyetoran Pgjak

a AN

b. PPh21

c. PPh22

d. PPh23

Lan - lan

Jumlah Pengeluaran

Jumlah Pengeluaran

Sado Kas

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Mengetahui

( Nama Lengkap )
NIP.

Purworejo, ...
Bendahara Pengeluaran

( Nama Lengkap )
NIP.




( SPJ BELANJA FUNGSIONAL )

KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

LAMPARAN XIII :

Nomor

Tanggal

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

: 29 Tahun 2009

: 13 Januari 2009

KGD)
Pengguna Anggaran / Kuesa Pengguna Angaran
Bendahara Pengduaran
Tehun Anggaran
Buan
FJ- LSGgi SPJ- LSBarang & Jasa SPJ UPIGU/TU Jumlah SPJ
Jumlah (LS*tUP+GU+T| SisaPagu
KODE REKENING URAIAN Anggaran sd Bulan | sd Bulan sd Bulan | sd Bulan sd Bulan : U) Anggaran
bulan ni Ini bulan ni Ini bulan ni sd Bulan Ini 9dT o ini
lalu lalu lalu anggal In
1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 | 13=6+9+12 14=3+13

M1 All




Penerimaan

- §P2D

- Potongan Pgjak

a AN

b. PPh21

c. PPh22

d. PPh23

Lan - lan

Jumlah Penerimaan

Pengeluaran

- SPJLS + UPIGU/TU)

- Peyetoran Pgjak

a AN

b. PPh-21

c. PPh22

d. PPh23

Lan - lan

Jumlah Pengeluaran

Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Mengetahui

( Nama Lengkap )
NIP.

Purworejo,.........................
Bendahara Pengeluaran

( Nama Lengkap )
NIP.




LAMPRAN XIII : PERATURAN BUPATI PURWOREJO
Nomor  : 29 Tahun 2009
Tangga : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO
BUKU KAS UMUM

E=_a - erangkat Daerah
-Ee-:: -= --ggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Ee-za-ara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran

Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran
Urut (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
Jumlah Bulan / Tanggal Rp............... Rp.
Jumlah sampai bulan lalu / tanggal Rp ... .. . .. Rp.
Jumlah semua s/d bulan / tanggal Rp............... Rp.
Sisa Kas Rp.
Pada Hari ini tanggal. .......... .. ... .. 200...
oleh kami didapat dalam kas Rp........ ...
(oo dengan huruf)
Terdiri dari:
a. Tunai Rp...................
b. Saldo Bank Rp...................
c. Surat Berharga Rp...................
Purworejo............. .. ...
M engetahui
Pengguna Anggaran / Bendahara Penerimaan /
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(T ) oo )




LAMPRAN XIII PERATURAN BUPATI PURWOREJO
Nomor  : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO
BUKU PAJAK PPN/ PPh

X
Kepda KPD
Bendahara Pengeluaran
Hdaman:
- Penerimaan | Pengeluaran Sddo
NoUrut Tanggd Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah
................ Jtangod
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
nama | ' (nama lenckap)

NIP. NIP.



LAMPIRAN XIIl : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hai ini........... tanggdl. ... ... Buen. ............... . Tahun................ . yang bertandatangan

Sesua dengan . Peraturan Daerah / Provind Nomor............... tanggd. ... ... .. Tahun........... dan kami melakukan
Pemeriksaan setempat pada :

Nama Lengkap TP
Jabatan TR

Berdasarkan  Keputusan  Bupati Purworgo Nomor................ ... Tangod. .................. ditugaskan mengurus
uang berdasarkan hasl pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang berada ddam pengurusan itu, kami
menemukan kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a Uag Kertas = Rp.

b Uang Logam = Rp.

¢ SP2D dan alat Pembayaran Lainnya yang belum dicairkan = Rp.

d Sddo Bak = Rp.

e Surat/Barang / benda berharga yang diijinkan =Rp......... ...
JUMLAH = Rp.

Sddo uang menurut Buku Kes Umum Dagrah Regiger dan lan
sebagainya berjumlah _ R

Perbedaan Posotif / Negatif antara saldo kas dan saldo buku = Rp.

Penjelasan Pogtif / Negatif

Purworgo, .............................
Yang Dipaiksa Yang Memeriksa
Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Nama Lengkap Nama Lengkap

NIP, NIP,



NOMOR : 29 TAHUN 2009
TANGGAL: 13 Januari 2009

FORMAT SPM

PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA”....

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PROVINS/ KABUPATEN KOTA*'...

Syavamenathitkan 2D kepada

S

Bendehera Pengduarary Ahek Ketigat'.

Nomor RekaingBak ...

NP

Da&rlimta/aaVNo@TaqHSD:

UriLk Kepaluen ;

1 Bdaja Tidk Langung
2 Bdaja Laxgrg *)

Rambebenen peda Kak Rekaning

(Kock Rekering)
(Kode Rekering)
(Kode Rekering)
(Kode Rekering)
(Kode Rekering)
(Kode Rekering)
(Kock Rekering)
(Kode Rekering)
(Kode Rekering)
(Kode Rekering)
(Kodk Rekering)
(Koce Rekaring)

Jumlah SPPyang Diminta

Nomor dan Tanggd SPP

coret yang tidsk palu
Hlih yang sesue

PEFPEPEEPELS

(Ois deh FK-SKHD)

Famet
.............. AL
Namox SM
Potongan-potongan:
Urdan
No. Jumlah Keterangan
° (No. Rekening) a9
luaran Wb Regawel
Negari
Tebungen Reumeten
Pegpnel

Jumlah Potongan ~ [Rp
Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

No. Uraan Jumlah Keterangan
AN
228
Jumlah Rp
Jumlah SM Rp.
Uang sgumlah
....... tanggd
KepdaKPD,
(Tendatangan)
(nema lengkap)
NIP.

SPM ini sah apabilatelah di tandatangani dan di stempel oleh SKPD




LAMPARAN D. Xl : PERATURAN BUPATI PURWOREJIO
NOMOR : 29 TAHUN 2009
TANGGAL: 13 JYmimii 2009

FORMAT REGISTER SPM

KABUPATEN PURWOREJO
REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS

SKPD: ... ... ..
Hdaren :
Nomor SPP Jumlah SM (Rp)
No.Urut | Tanggd LS Urdian LS
uP a TU . | Baang& uP a TU . | Baang&
= Jasa Gl Jasa
1 2 4
Jumlah
tanggdl...
Mengeahu,
Pengguna Anggaran/ Kuesa Pengguna Anggaran PK-XKFD
(Tandatangen) (Tandatangan)
(nema lengkap) (nema lenckep)

NIP. NIP.




KABUPATEN PURWOREJO

LAMARAN D. XIll : FERATURAN BUPATI PURWOREXO
NOMOR @ 29 TAHUN 2009
TANGGAL: 13 Jailliarl 2009

REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS

SKPD: . ... ...
Hdaren:
Nomor SPP Jumlah SPP (Rp)
No Unt | Tag LS Uraian LS
uP TU Baag & uP Q TU ; Baag &
J=a G Jo=a
1 2 4
Jumlah
L Janggd
Mengetahu,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
(Tenda tangen) (Tenda tangen)
nema | frema lenckap)
NIP. NIP.




LAMPIRAN XV . Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29 Tahtin 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

RINGKASAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN

Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran merupakan Prosedur yang digunakan

menatausahakan kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan
-e~:-e-a-gaungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan Bendahara
Pengeluaran

A. FUNGSI YANG TERKAIT

Fungsi yang terkait pada Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran, terdiri atas:

agrwdpE

© N O

Bendahara Pengeluaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD)
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD selaku
BUD)

Pembantu Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan pada Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran, terdiri
atas:

arONE

Anggaran Kas
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Surat Penyediaan Dana (SPD)
Register SPD
Surat Permintaan Pembayaran (SPP), terdiri atas:
SPP-Uang Persediaan (SPP-UP)
SPP-Ganti Uang Persediaan (SPP-GU)
SPP-Tambahan Uang (SPP-TU)
SPP-Langsung (SPP-LS)
Register SPP
Surat Perintah Membayar (SPM)
Register SPM
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Register SP2D
Buku Kas Umum Pengeluaran
Buku Kas Umum Pengeluaran Pembantu
Buku Pembantu Simpanan/Bank
. Buku Pembantu panjar
Buku Pembantu Pajak PPN/PPh
Berita Acara Pemeriksaan Kas
Register Penutupan Kas
Perincian Pengeluaran per Rincian Obyek
Kartu Pengendalian Kredit Anggaran
Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran
Surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran

TYSQeTOS3ITRTTIS@Too0o

C. URAIAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN

Prosedur penatusahaan bendahara pengeluaran terdiri atas:

SO, wWNpE

Prosedur Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Prosedur Penggunaan Dana

Prosedur Pertanggungjawaban penggunaan Dana (SPJ)



KODE DAN KLASIFIKASI

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KCDE URUSANPEMERINTAH DAERAH
1 URUSAN WAJB
1 01 Penddikan
1 01 01 Dinas/Badan/K antor x00000000aKK
1 01 02 Ds.........
1 02 Kesehatan
1 02 01 Dinas'Badan/K antor/Rumah  Sakit x000000000¢
1 02 02 Ds.........
1 03 Pekerjaan Umum
1 03 01 Dinas/Badan/K antor X0000000Kx
1 03 02 Dg.........
1 o4 Perumahan
1 4 01 Dinas/Badan/K antor x00000000aKK
1 04 02 Ds..........
1 05 Penataan Ruang
1 05 01 Dinas/Badan/K antor X00000000K
1 05 02 Dg.........
1 06 Perencanaan Pembangunan
1 06 01 Dinas/Badan/K antor x00000000aKK
1 06 02 Ds.........
1 07 Perhubungan
1 07 01 Dinas/Badan/K antor x00000000aKK
1 07 02 Dg.........
1 08 Lingkungan Hidup
1 08 01 Dinas/Badan/K antor xo0000000KxK
1 08 02 Ds..........
1 09 Pertanahan
1 09 01 Dinas/Badar/K antor x00000000aKK
1 09 02 Ds..........
1 10 Kependudukan dan Capil
1 10 01 Dinas/Badan/K antor x000000000KK
1 10 02 Ds.........
1 1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 11 01 Dinas/Badar/K antor x00000000:K
1 1 02 Ds..........
1 12 Keduarga Berencana dan Kedluarga Sejahtera
1 12 01 Dinas/Badan/K antor x00000000aKK
1 12 02 Ds.........
1 13 Sosial
1 13 01 Dinas/Badan/Kantor Xxo000000:cKK
1 13 02 Ds..........
1 14 Ketenagakerjaan
1 14 01 Dinas/Badan/K antor x00000000aKK
1 14 02 Ds.........
1 15 Koperas dan Ussha Kedl Menengah
1 15 01 Dinas/Badan/K antor x00000000KK
1 15 02 Ds.........
1 16 Penanaman Modd




- -as M tae-="::" wooooooooa

Dst
Kepemudaan dan Olah Raga

01 Dinas/Badan/Kantor 3000000k
i 18 02 Dg.........
1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Ddam Negeri
1 19 01 Dinas/Badan/Kantor X000000xxK
1 19 02 De..........
1 2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 o1 Dinas/Badan/Kantor xoxa000000a:x
1 20 (02} Dg..........
1 21 Ketahanan Pangan
1 21 01 Dinas/Badarn/Kantor xoa00000xxx
1 21 02 De..........
1 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 2 o1 Dinas/Badan/K antor Xx0000000:KK
1 22 02 Dg.........
1 23 Statistik
1 23 01 Dinas/Badan/Kantor xxa000000a:x
1 23 02 Dd..........
1 24 Kearsipan
1 24 01 Dinas/Badan/Kantor xxa0000000KK
1 24 02 Dg..........
1 25 Komunikas dan Informatika
1 25 018 Dinas/Badan/Kantor xoxa000000a:x
1 25 02 Dg.........
1 25 Perpustakaan
1 25 018 Dinas/Badan/Kantor xpxa000000a:x
1 25 02 Dg..........
2 URUSAN ALIHAN
2 018 Pertanian
2 01 01 Dinas/Badan/Kantor Xo0000axxK
2 o1 02 Ds..........
2 02 Kehutanan
2 02 01 Dinas/Badan/Kantor xpxa000000a:x
2 02 (02} De..........
2 03 Energi dan Sumber Daya Minera
2 03 01 Dinas/Badan/Kantor xoa000000a:x
2 03 02 Dg..........
2 04 Pariwisata
2 o4 01 Dinas/Badan/Kantor 3000000k
2 o4 02 Dg..........
2 05 Kedautan dan Perikanan
2 05 018 Dinas/Badan/K antor Xx0000000:xx
2 05 02 Dg..........
2 06 Perdagangan
2 06 01 Dinas/Badan/Kantor xxa0000000KK
2 06 02 Ds..........
2 o7 Perindustrian
2 07 01 Dinas/Badarn/Kantor xoa000000xx
2 07 (02} De..........




LAMPIRAN XX : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor ;29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

RINGKASAN SISTEM DAN PROSEDUR
AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PADA SKPKD

Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan

Daerah meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai pencatatan,
Penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan Penerimaan kas
pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

A.

FUNGSI YANG TERKAIT

Fungsi yang terkait pada Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah adalah Fungsi Akuntasi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD).

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan pada Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah, terdiri atas:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah untuk menetapkan Pajak Daerah atas Wajib Pajak.

2. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah untuk menetapkan Retribusi atas Wajib Retribusi.

3. Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan Bendahara
Penerimaan atau Pejabat Penatausahaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
menyetor penerimaan daerah.

4. Bukti Transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah.

5. Nota Kredit Bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya
transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah.

6. Buku Jurnal Penerimaan Kas merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi
akuntansi urtuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang
berhubungan dengan penerimaan kas.

7. Buku Besar merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk
mencatat peringkasan (posting) semua transaksi atau kejadian selain kas dari Jurnal
Penerimaan Kas ke dalam Buku Besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas
dana, belanja, pendapatan dan pembiayaan.

8. Buku Besar Pembantu merupakan catatan yang diselenggarakan oleh Fungsi Akuntansi
untuk mencatat transkasi-transkasi dan kejadian yang berisi rincian item buku besar untuk
setiap rekening yang dianggap perlu.

LAPORAN YANG DIHASILKAN

Laporan yang dihasilkan dari Sistem dan prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah, terdiri atas:

Laporan Realisasi Anggaran
Neraca

Laporan Arus Kas

Catatan Atas Laporan Keuangan

Bwn e

URAIAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS

Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas hanya terdiri atas Prosedur Akuntansi
Penerimaan Kas.

1. Fungsi Akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan bukti
ransaksi penerimaan kas mencatat kedalam jurnal penerimaan kas.
2. Bukti transaksi penerimaan kas mencakup antara lain:
a Surat Tanda Setoran
b. Bukti transfer
c. Nota kredit
d. Bukti penerimaan lainnya



Fungsi Akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah secara periodic alau
berkala melakukan posting ke Buku Besar.

Jika dianggap perlu Fungsi Akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
dapat membuat Buku Basar Pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar dan
kontrol.

Pencatatan ke dalam Buku Jurnal Penerimaan Kas, Buku Besar dan Buku Besar
Pembantu dilaksanakan oleh Fungsi Akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam ketentuan
yang berlaku.



LAMPIRAN XXI . Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

RINGKASAN PROSEDUR AKUNTANSI
PENGELUARAN KAS PADA SKPD

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses baik manual
ataupun

terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/atau kejadian

keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang
berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD.

A. FUNGSI YANG TERKAIT

Fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD dilaksanakan oleh
fungsi akuntansi pada PPK - SKPD.

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan pada Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD, terdiri
atas:

© N O AN

SPD.

SPM

Kuitansi Pembayaran

SP2D

Bukti Transfer

Nota Debet Bank

Buku Jurnal Pengeluaran Kas
Buku Besar

Suku Besar Pembantu

C. LAPORAN YANG DIHASILKAN

Laporan yang dihasilkan dari prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD, terdiri atas:

1.
2.

3.

Laporan Realisasi Anggaran SKPD
Neraca SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

D. URAIAN PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS

Prosedur akuntansi pengeluaran kas terdiri atas prosedur akuntansi pengeluaran kas :

1.

Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas mencatat
ke dalam jurnal pengeluaran kas.

Bukti transaksi pengeluaran kas.

Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD secara periodik atau berkala melakukan posting dari
buku jurnal ke Buku Besar.

Jika dianggap perlu fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dapat membuat buku besar
pembantu yang berfungsi sebagai rincian dan kontrol buku besar.

Pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas, buku besar dan buku besar pembantu
dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.



LAMPIRAN XXJ!
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januan 2009

RINGKASAN PROSEDUR AKUNTANSI
SELAIN KAS PADA SKPD

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses baik manual anpun
terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta
pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkartan dengan
transaksi dan/atau kejadian selain kas pada SKPD.

A. FUNGSI YANG TERKAIT
Fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi selain kas pada SKPD adalah fungsi akuntansi pada

PPK - SKPD.

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
Dokumen yang digunakan pad a Sistem dan Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD. terdiri

atas :

1. Pengesahan SPJ

2. Berita Acara Penerimaan Barang

3. Surat Keputusan Penghapusan Barang
4. Surat Pengiriman Barang

5. Surat Keputusan Mutasi Barang

6. Berita Acara Pemusnahan Barang

7. Berita Acara Serah Terima Barang

8. Berita Acara Penilaian.

9. Bukti Memorial

10. Buku Jurnal Umum
11. Buku Besar
12. Buku Besar Pembantu

C. LAPORAN YANG DIHASILKAN
Laporan yang dihasilkan dari prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD, terdiri atas:
1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD
2. Neraca SKPD
3. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

D. URAIAN PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS

Prosedur akuntansi selain kas hanya terdiri atas prosedur akuntansi selain kas :

1. Transaksi atau kejadian selain kas.

2. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan berupa bukti transaksi atau kejadian mencatat
ke dalam bukti memorial.

3. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial mencatat ke dalam buku jurnal
umum.

4. Bukti transaksi

5. Fungsi akuntansi pad a PPK-SKPD secara periodik atau berkala melakukan posting dari buku
jurnal ke buku besar.

6. Jika dianggap perlu fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dapat membuat buku besar pembantu
yang berfungsi sebagai rincian dan kontrol buku besar.

7. Pencatatan ke dalam buku jurnal umum, buku besar dan buku besar pembantu dilaksanakan
oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah
ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.



PEMBIAYAAN

3
31 PENERIMAAN DAERAH
311 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
312 Pencairan Dana Cadangan
313 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
314 Penerimaan Pinjaman Daerah
315 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
316 Penerimaan Piutang Daerah
Jumlah
32 PENGELUARAN DAERAH
321 Pembentukan Dana Cadangan
322 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
323 Pembayaran Pokok Utang
324 Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah
Pembiayaan Neto
33 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

ITANGGAL.

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

(TANDA TANGAN)

NAMA LENGKAP
NIP.




13 Januari 2009

FORMAT NERACA SKPD

KABUPATEN PURWOREJO
NERACA PPKD
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

Jumlah (Rp) Kenaikan (Penurunan)

Uraian :
Tahun n Tahun n-i Jumlah %

ASET

ASST LANCAR

Kas

Kas di Kas Daerah

Jumlah

ASET UNTUK DIKONSOLIDASI

RK SKPD................

RK SKPD................

Jumlah

INVESTASIJANGKA PANJANG

Investasi Permanen

Investasi Non Permanen

Jumlah

ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

Aset Lain-Lain

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Uang Muka dari Kas Daerah

Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

SILPA

Cadangan Piutang

Cadangan Persediaan

Jumlah

EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Diinvestasikan daiam Aset Lainnya

Jumlah

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Purworejo, 31 Desember 2009

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.




LAMPIRAN XXIX : PERATURAN BUPATI PURWOREJ
NOMOR : 29 TAHUN 2009
TANGGAL: 13 Januari 2009

FORMAT NERACA

KABUPATEN PURWOREJO
NERACA PPKD
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

URAIAN Tahun n(Rp) Tahun n-2 (Rp)

ASET

ASET LANCAR

Kas

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Investasi Jangka Pendek

Piutang

Piutang Paljak

Piutang Retribusi

Piutang Dana Bagi Hasii

Piutang Dana Alokasi Umum

Piutang Dana Alokasi Khusus

Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang Lain-lain

Persediaan

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Nonpermanen

Pinjaman Kepada Perusanaan Negara

Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Investasi dalam Surat Utang Negara

Investasi Dana Bergulir

Investasi Nonpermanen Lainnya

Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

Penyertaan Modal Perusahaan Patungan

Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah

Tanah

Peralatan dan Mesin

Alat-alat Berat

Alat-alat Angkutan

Alat Bengkel

Alat Pertanian dan Petemakan

Afat-aiat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Studio dan Alat Komunikasi

Alat Ukur

Alat-alat Kedokteran

Alat Laboratorium

Alat Keamanan

Gedung dan Bangunan

Bangunan Gedung

Bangunan Monumen

Jalan, Irigasi dan Jaringan

.S batan

Bangunan Air (Irigasi}




- :t.-..j z2 am Pengerjaan

AfcaaMtasi Penyusutan Aset Tetap

i"- f—i fao pBwusUTAN Aset Tetar]

-5 5" -AIVIYA

| Taghan Penjualan Angsuran

*NTUTAN Ganti Kerugian Daerah

. - . == - ENGAN Fihak Ketiga

-ii: 3ewu UD

| Aset LAIN-Lain

JUMLAHASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utanq Perhitungan Fihak Ketiga

Utang Bunga

Utang Pajak

Bagian Lancar Utanq Jangka Panjang Dalam Negeri

Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Jangka Pendek Lainnya

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri

Utang Luar Negeri

Utang Jangka Panjanq Lainnya

EKUITAS DANA

Ekuitas Dana Lancar

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Cadangan Piutanq

Cadangan Persediaan

Dana yang Hams Disediakan untuk Pembayaran Utang

Jangka Pendek

Ekuitas Dana Investasi

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka
Panjang

Ekuitas Dana Cadangan

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

.tanggal

Gubernur/Bupati/Walikota*)

(tanda tangan)

(nama lengkap)




LAMHRAN XXK : PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 29 TAHUN 2009
TANGGAL: 13 Jami.iri 2009

FORMAT NERACA SKPD

KABUPATEN PURWOREJO
NERACA SKPD.......
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

Jumlah (Rp) Kenaikan (Penurunan)
Uraian -
Tahun n Tahun n-i Jumlah %
ASET
AS ST LANCAR
Kas

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Piutang

Piutang Retribusi

Piutarg Lain-lain *

Persediaan

Jumlah Aset Lancar

ASETTETAP

Tanah

Tanah

Peralatan dan Mesin

Alat-alat Berat

Alat-alat Angkutan

Alat Bengkel

Alat Pertanian dan Petemakan

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Studio dan Alat Komunikasi

Alat Ukur

Alat-alat Kedokteran

Alat Laboratorium

Alat Keamanan

Gedung dan Bangunan

Bangunan Gedung

Bangunan Monumen

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan Jembatan

Bangunan Air (Irigasi)

Instalasi

Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Buku dan Perpustakaan

Hewan/Ternak dan Tumbuhan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ...

Jumlah Aset Tetap

ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

Aset Lain-Lain

Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET




KEWAJIBAN

I' T—H . HJANGKA PENDEK

Utaao Perhfcungan Ptiak Ketiga

.ang hjq can Kas Daerah

taafcpatan Dterima Dimuka/Pendapatan yang

Utang Jangka Pendek Lainnya

- - 3- Kewajiban Jangka Pendek

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

Cadangan Piutang

Cadangan Persediaan

-~22 dari Kas Daerah

Jumlah Ekuitas Dana Lancar

EKUITAS DANA INVESTASI

Dinvestasikan dalam Aset Tetap

Diinvestasikan daiam Aset Lainnya

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Purworejo, 31 Desember 2009

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.




LAMPIRAN XXX . Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD..ooii

PENDAHULUAN

Bab |

Bab 1l

Bab I

Bab IV

Bab V

Bab VI

Bab VII

Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD.
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
2.1. Ekonomi makro

2.2. Kebijakan keuangan

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kine~a keuangan SKPD
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Kebijakan akuntansi

4.2. Entitas akuntansi entitas pelaporan keuangan daerah SKPD

4.3. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD Basis
pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pas-pos pelaporan keuangan SKPD 5.1.1.
Pendapatan
5.1.2. Belanja
5.1.3. Pembiayaan (khusus untuk SKPD)
5.1.4. Aset
5.1.5. Kewajiban
5.1.6. Ekuitasdana

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi entitas pelaporan yanQ
menQQunakan basis akrual pada SKPD

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Penutup



LAMPRAN XXVm :
NOMOR
TANGGAL:

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD.......

TAHUN ANGGARAN..........

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
29 TAHUN 2009
13 Januari 2009

(dalam rupiah)
Anggaran
. 99 ) ) Lebih/
Nomor Urut Uraian Setelah Realisasi K
uran
Perubahan ( 9)

1 2 3 4 5

1 PENDAPATAN

14 PENDAPATAN ASLI DAERAH
111 Pendapatan Psjak Daerah
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan iiasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

113 Dipisahkan
114 Lain-lain Pendapatan Ash Daerah yang Sah

12 PENDAPATAN TRANSFER
121 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1211 Dana Bagi Hasil Pgak
1212 Dana Bagi Hasil Bukan Pgjak (Sumber Daya Alam)
1.21.3 Dana Alokasi Umum
1.21.4 Dana Alokasi Khusus
1.22 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
1.221 Dana Otonomi Khusus
1.222 Dana Penyesuaian
1.23 Transfer Pemerintah Provinsi*)
1.23.1 Pendapatan Bagi Hasil Pgjak
1.03.2 Pendapatan Bagi Hasil lainnya

13 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
131 Pendapatan Hibah
132 Pendapatan Dana Darurat
1.33 Pendapatan lainnya

Jumlah

2 BELANJA

21 BELANJA OPERASI
211 Belanja Pegawai
212 Belanja Barang
213 Belanja Bunga
214 Belanja Subsidi
215 Belanja Hibah
216 Belanja Bantuan Sosial

B ja B K

217 elanja Bantuan Keuangan

2.2 BELANJA MODAL
22.1 Belanja Tanah
222 Belanja Peralatan dan Mesin
223 Belanja Gedung dan Bangunan
224 Belanja Man, Irigasi dan Jaringan
225 Belanja Aset Tetap Lainnya
226 Befanja Aset Lainnya

2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
23.1 Belanja Tidak Terduga

Jumlah

24 TRANSFER
24.1 TRANSFER BAGI HASIL KE KA6/KOTA/DESA**)
2411 Bagi Hash Pgjak
2412 Bagi Hasil Retribusi




LAMPIRAN XXXI : PERATURAN BUPATI PURWX
NOMOR : 29 TAHUN 2009
TANGGAL: 13 Januari 200¢

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
APBD TAHUN ANGGARAN 209
KEADAAN BULAN........................

SKIM)
Pagu Dera a) Realisasi Penyerapan Dana berdasarkan SPM (komulatif) b) Realisasi Pelaksanaan Fisk (Persentase Tertimbang)
. Dama SPM SPJ d bin lal ini d bin ini
No K Jenis Bek Pagu Perioal . M . ‘ v | Tagetsd |R isd sd bin u. . bulsn ini - sdb|n|n|- v
Rp) ®Ro) Jml sd bin| Jml binini | Jml sd bin| Jml sd bin | Jml bin ini | Jml sd bin bin ini (Rp) | bin ini (R0) | Target 06) Realisasi T 0 Realisasi T 0 Readlisasi
BuRD) | R R | BuRD) | (rp) ini (Rp) gy | 0O [ TARROO ey
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Purworejo, ..............
Kepala SKPD



LAMPIRAN XXXII : PERATURAN BUPATI PURW

NOMOR 29 TAHUN 200!
TANGGAL: 13 JamiaH 20(
DAFTAR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2009
SUMBER DANA : APBD KAB/PROP JATENG/APBN
SKPD
Jenis Kegiatan/| Pagu D Nilai Kontrak |Rekanan/P N dan T LT | Mulai d Sisa Metode
ilai Kontral ekanan/Pen omor dan Tangga anggal Mulai dan e
No. enis e.glatan agu Dana OE/HPS (Rp) ! y Alamat g9 gg. ' Tender | Kualifikasi
Pekerjaan (Rp) (Rp) edia Jasa Kontrak Selesai Pekerjaan Pengadaan
(RP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Purworejo,.............

Kepala SKPD




UUHPRAN XXxxB : PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 29 TAHUN 2009
TANGGAL: 13Januari 2009

FORMAT LAPORAN PENERIMAAN KAS

KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN PENERIMAAN KAS

--ggaran
r :r; H e-e'raan

Nomor Penerimaan Pengeluaran
Urut Kode Rekening Uraian (Pemungutan) (Penyetoran) Saldo (Rp)
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah
Purworejo...............

Kepala SKPD




LAMP1RAN XXXTV : PERATURAN BUPATI PURWORE JO
NOMOR : 2-9 TAHUN2009
TANGGAL: 13 Januari 2009

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN KAS

KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN PENGELUARAN KAS

SKPD
Kepala SKPD
Bendahara Pengeluaran

Nomor ) ) Penerimaan Pengeluaran
Kode Rekening Uraian Saldo (Rp)
Urut (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah
Purworejo.................

Kepala SKPD




LAMPIRAN XXXVa : PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 29 TAHUN 2009
TANGGAL: 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO
SKPD...oviiiiii
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2009

(dalam rupiah)
Realisasi
Nomor . Jumlah Lebih/
Uraian Semester Prognosis  Keterangan
Urut Anggaran
99 Pertama (Kurang)
PENDAPATAN

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

111  Pendapatan Pajak Daerah

1.12 Pendapatan Retribusi Daerah

113  Pendapatan iiasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
114  Lain-lain Pendapatan Ash Daerah yang Sah

Jumlah
2 BELANJA
2.1 BELANJA OPERASI
2.1.1 |Belanja Pegawai
212 |Belanja Barang
213 |Belanja Bunga
214 |Belanja Subsidi
215 |Belanja Hibah
216 |Belanja Bantuan Sosial
217 |Belanja Bantuan Keuangan
2.2 BELANJA MODAL
221 |BelanjaTanah
222 |Belanja Peralatan dan Mesin
223 |Belanja Gedung dan Bangunan
224  |Belanja Man, Irigasi dan Jaringan
225 |Belanja Aset Tetap Lainnya
226 |Befanja Aset Lainnya
Jumlah

Surplus/Defisit



LAMPIRAN XXXV.I: PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR

1 29 TAHUN 2009

TANGGAL: 13 Januari 2009

KABUPATEN PURWOREJO

PPKD......cooiii

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2009

(dalam rupiah)

Nomor ! Jumlah Realisasi Lebih/ .
Urut Uraian Angaaran Semester (Kurang) Prognosis | Keterangan
99 Pertama 9
1 2 3 4 5 6 7
1 PENDAPATAN
12 PENDAPATAN TRANSFER
121 | Dana Pefimbanaan
1211 |Dana Baai Hasil Paiak
1212 |Dana Baai Hasil Bukan Paiak CSumber Dava Alam)
1213 |Dana Alokasi Umum
1214 |Dana Alokasi Khusus
122 |Transfer Pemerintah Pusat - Lainnva
1221 |Dana Otonomi Khusus
1222 |Dana Penvesuaian
123 |Transfer Pemerintah Provinsi*)
1.2.3.1 |Pendapatan Baai Hasil Paiak
1.2.3.2 |Pendapatan Baai Hasil lainnva
13 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
131 |Pendaoatan Hibah
132 |Pendapatan Dana Darurat
1.33 |Pendapatan lainnva
Jumlah
2 BELANJA
2,1 BELANJA OPERASI
211 |Belanja Bunaa
212 |Belanja Subsidi
213 |Belanja Hibah
214 |Belanja Bantuan Sosial
215 |Belanja Bantuan Keuanaan
23 BELANJA TIDAK TERDUGA
2.3.1 |Belania Tidak Terduaa
Jumlah
24 TRANSFER
Surplus/ (Defisit)
3 PEMBIAYAAN
31 PENERIMAAN DAERAH
311  |pPenggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
312 | pencairan Dana Cadangan
313 |Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
314 | penerimaan Pinjaman Daerah
315 |penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
316 |penerimaan Piutang Daerah
Jumlah
32 PENGELUARAN DAERAH
321 |Pembentukan Dana Cadangan
322 |Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
323 |Pembayaran Pokok Utang
324 Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah
Pembiayaan Neto
33 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Purworejo, ..............

Kepala SKPD

NI )




Tanggal : 13 Januari 2009

PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN

1. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.

- SPKD mengajukan permohonan pergeseran anggaran kepada Kepala DPPKAD
selaku PPKD dilampiri Rincian Pergeseran Anggaran beserta alasan pergeseran.

- Bidang Anggaran membuatkan Format Persetujuan Pergeseran untuk ditanda tangani
Kepala DPPKAD selaku PPKD.

- Selanjutnya dilakukan pencetakan DPA kegiatan yang mengalami perubahan sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan bagi SKPD.

- Alur proses shb :

Usulan
SKPD DPPKAD

Tanda tangan

Bid. Anggaran

Cetak DPA

2. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.

SPKD mengajukan permohonan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah
dengan tembusan DPPKAD.

Usulan dikaji kelayakannnya oleh TAPD

Apabila disetujui DPPKAD / Bidang Anggaran membuatkan Format Persetujuan
Pergeseran untuk ditanda tangani Sekretaris Daerah.

Selanjutnya dilakukan pencetakan DPA kegiatan yang mengalami perubahan sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan bagi SKPD.

Alur proses shb :

I
SKPD Usulan SEKRETARIS

DAERAH

Tanda tangan
Ka. DPPKAD

Bid. Anggaran

Cetak DPA




Pergeseran antar Jenis belanja, antar kegiatan, antar unit organisasi.

- SPKD mengajukan permohonan pergeseran anggaran kepada Bupati dengan

tembusan DPPKAD.

- Usulan diinventarisir oleh DPPKAD untuk dikaji oleh TAPD untuk dimasukkan

dalam Perubahan Anggaran.
- Alur proses shb :

Usulan

SKPD BUPATI

SEKRETARIS
DAERAH

Ka. DPPKAD

Bid. Anggaran

TAPD

r

Cetak DPA

Inventarisir

Kajian / Pembahasan



LAM P RAN XXXVI : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor  : 29 Tahun 2009
Tanggad : 13 Januari 2009

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD .. .. ... ........ ... . ... .. ... .| Kabupaten Purworejo yang terdiri dari
() Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran

2009, sebagaimana terlampir adaiah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan
catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purworejo........... ... ...

Kepala SKPD



FORMAT LAMARAN XXXV : FERATURAN BUPATI PUF
NOMOR  : 29 TAHUN 20(
TANGGAL: 13 Januarl 20

LAMPARAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASL PEKERJIAAN DAN SELURUH KEKAYAAN BELANJA MODAL DAN OPERASIONAL KEGIATAN TAHUN

Bagian Belanja : Aparatur Daerah / Pelayanan Publik *)
Sumber Dana : APBD Il, APBD I, APBN, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Lainnya *)

Nama Kelompok . Anggaran Biaya yang Sarana / Kekavaan Keterangar
No. Belanja Moda Rincian obyek yang Jumlah / Volume L okasi belanja modal telah ey lain ye
. dibangun / dibdli _ yang diserahkan X
(obyek belanja) seluruhnya (Rp.) dibayarkan diperlu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ket: *) pilih satu satu Purworejo,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

amp.ba. serahterimapekerjaan



LAMARAN Il : BERITA ACARA SERAH TERIMA BELANJA OPERASONAL KEGIATAN

LAMARAN XXXV : FERATURAN BUPATI PUF
NOMIOR : 29 TAHUN 200
TANGGAL: 13 Jamiari 20!

amp.ba.serahterimapekerjaan

|I>

TAHUN ANGGARAN
No. NAMA PROYEK / ANGGARAN PROYEK| BIAYA YANG SARANA KET/DAT/
KODE REKENING JUMLAH LOKAS SH URUHNYA THAH YANG YANG DIPEF
DALAM DA (Rp.) DIBAYARKAN DISERAHKAN
Purworejo,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA



i_nmi-irj-ui AfAKi . rervH i VaaMIl DLTH | e rui\iiuiM.uu
NOMOR : 29 TAHUN 2009
TANGGAL: 13 Januari 2009

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DAN SELURUH KEKAYAAN
BELANJA MODAL DAN OPERASIONAL KEGIATAN

TAHUN ... .
Sumber Dana : APBD Il, APBD I, APBN, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Lainnya *
)
Nomor:. ... ...
Pada hari ini tanggal bulan tahun kami
yang bertanda tangan di bawah ini:
1 o *) Selaku
Penanggungjawab kegiatan Belanja Modal/Operasional
Kegiatan .. ........ .. . ... ... sesuai Surat
Keputusan Bupati Nomor tanggal

yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
»

] Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan  Aset
Daerah/Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan
dan Lingkungan Hidup/Sekretaris Daerah Purworejo*)
disesuaikan Jabatannya dan Nilai Belanja
Modal/Operasional Kegiatan, yang bertindak atas nama
Bupati Purworejo sesuai dengan surat Tugas tanggal

Nomor yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka kedua belah pihak bersepakat
mengadakan serah terima hasil belanja modal dan Operasional Kegiatan Tahun 20....
(daftar terlampir) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA
menerima dari PIHAK PERTAMA berupa hasil pekerjaan dan seluruh kekayaan belanja
modal/operasional  kegiatan ... ... ... .. *
ditulis nama belanja atau kegiatannya Tahun 20.... yang telah selesai 100%.

PASAL 2

Bahwa serah terima tersebut dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk tujuan
penggunaan dan pemanfaatan semaksimal mungkin dengan harapan Pemerintah.

PASAL 3

Sejak saat penyerahan ini segala tanggung jawab penggunaan berupa hasil pekerjaan dan
seluruh kekayaan belanja modal/operasional kegiatan........................ . ... ... ...
............................... *) ditulis nama belanja atau kegiatannya Tahun 20 . . . tersebut
menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 4

Hasil pekerjaan dan seluruh kekayaan belanja modal/operasional kegiatan Tahun 20....
sebagaimana tercantum pada pasal 3 tersebut di atas selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan
oleh Unit Pemakai termasuk biaya Pemeliharaan / Perawatan menjadi tanggung jawab Unit
yang bersangkutan.



LAMARAN XXII : FHRATURAN BUPATr FURWOREID
NOMOR @ 29 TAHUN 2009
TANGGAL: 13 Januai i 2009

FORMAT BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS

KABUPATEN PURWOREJO
BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS

Nomor )
SDINda | B | phor Urdien Ref damich Aktar_\)nslas
Debet Lain
Jumlah
....... tanggal.. ...
PPK-SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.



LAMRRAN XXII : FERATURAN BUPATI FURWOREID
NCMCR @ 29 TAHUN 2009
TANGGAL: 13 Januari 2009

FORMAT BUKU JURNAL UMUM

KABUPATEN PURWOREJO
BUKU JURNAL UMUM

Jumlah (R
Tangga Nomor Bukti Uraian Ref . (Rp)
Debet Kredit
I 2 3 4 5 6
Jumlah
.tanggal
PPK-SKPD

(tanda tangan)

(nama_lengkap)
NIP.

Cara Pengisian:

1

Kdom 1 diis dengan tanggal transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas dan transaks sdain
kegjadian non kas yang didasarkan pada tanggal nota debet/rekening koran dari bank atau bukti
transaksi/kegjadian lainnya.

Kdom 2 diis dengan nomor bukti misanya nomor SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),

2- Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti lainnya yang sah.

3.

4,

Kdom 3 diis dengan uraian transaksi/kejadian atas aset, kewgjiban, ekuitas dana, pendapatan,
belanja dan atau pembiayaan.

Kdom 4 diis dengan tick mark (kode tertentu) yang menyatakan bahwa transaks /kejadian
penerimaan kas, pengeluaran kas atau transaks sdain kas telah di cross check dengan buku
besar.

Kdom 5 diis dengan jumlah rupiah.
Kdom 6 diis dengan jumlah rupiah.



LAMARAN XXl : FERATURAN BUPATI FURNMORED
NOMCR : 20 TAHUN 2009
TANGGAL: 13 Januari 2009

LAPORAN PENGGUNAAN DANA NON APBD TAHUN 2009
(APBN, APBD PROP, DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN, BANTUAN LN, HIBAH)
KEADAAN BULAN. ...

SKPD
Instansi . Pagu Realisasi Volume/ :
No. )
o Permberi Dasar Hukum Sumber Dana Program Kegiatan Dana (Rp)| Keu (Rp) | Fisk (%) | Output Lokas Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
\
/
/
Purworejo,
Kepala SKPD

NIP



LAMARAN XXIIl : FERATURAN BUPAf | FURNMORED
NOMCR : 29 TAHUN 2009
TANGGAL: 13 Januarl 2009

FORMAT BUKU BESAR FEMBANTU

KABUPATEN PURWOREIO

BUKU BESAR
SKPD*). .
NAMA REKENING™*). ... .. ... ... . ... . ...
KODE REKENING*) .. ... ... .. .. ... . .. . ...
PAGU APBD*) Rp
PAGU PERUBAHAN APBD*) Rp
: Debet Kredit Sddo
Tanggd Uraan RS
(R (R RP
1 2 3 4 5 6
Jumlah
......... fangod.....
PPK-SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.




FORMAT BUKU PEMBANTU

KABUPATEN PURWOREJO
BUKU BESAR PEMBANTU

LAMARAN XXIV : FERATURAN BUPATI PURWOREIO
NOMOR : 29 TAHUN 2009
TANGGAL: 13 Januai i 2009

SKPD *)
NAMA REKENING *) RNOAN CBYE)
KODE REKENING *) RNOAN CBYE)
PAGU APBD *) Rp.
PAGU perubahan
APBD *) Rp.
o | e | m A
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah
....... tanaaal ..
PPK-SKPD

(tanda tanaan)

(nama_lengkap)
NP



LAMFRRAN XXV : FERATURAN BUPATI FURWOREID
NOMCR : 290 TAHUN 2009
TANGGAL: 13 Januari 2009

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D 31 DESEMBER 2009

(ddam rupiah)
Anggaran )
Nomor Urut Uraian Setelah Realisasi }I(.eb|h/
Perubahan (Kurang)
i 2 3 4 5
1 FENDAPATAN
11 FENDAPATAN A9l DAERAH
111 Pendgpetan Pgek Dagreh
112 Pendapatan Retribug Daereh
Pendapatan iiasl Pengddlaan Kekayaen Dagrah yang
113 Dipiskan
114 L&irdain Pendgpatan Ash Dagrah yang Seh
Jumlah
2 BELANA
21 BE_ANA OFERAS
211 Bdaja Pegawva
22 BE_ANJA MODAL
221 Bdana Tanch
222 Bdaja Perdatan dan Mesn
223 Bdanja Gedung dan Bangunen
224 BdanjaJdan, Iriged dan Jaringan
225 BdanjaAst Tetgp Lainnya
Jumlah
Surplug(Defisit)

o/tanggal.
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.




- ERATURAN BUFAT
NOMCR : 29 TAHN

FURWURED

TANGGAL: 13 Janueri

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN REALISAS ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SD 31 DESEMBER 2009

(ddam rupiah)
Anggaran .
Nomor Urut Uraian Setelah Realisasi Lebih/
Perubahan (Kurang)
1 2 3 4 5
1 FENDAPATAN
12 FENDAPATAN TRANSFER
121 Trarde Pamaiintah Pusat - Dana Paimbengan
1211 |DamaBay Hasl Pgek
1212 |DamBag Hesl Bukan Pgek (Sumbar Daya Alam)
1213 |DamAldkes Umum
1214  |DamAldkes Khueus
122 Trande Pamarinteh Pusat - Laimya
1221  |DamaOonom Khues
1222  |DawPayesdan
13 LAINLLAIN FENDAPATAN YANG SAH
131 Pendgpetan Hibeh
132 Pendgpetan Dana Darurat
133 Pendgpetan lainnya
Jumigh
2 BELANA
21 BELANA OFERAS
211 BdajaButa
212 Bdaja Subdd
213 Bdaja Hibeh
214 Bdarja Bantuen Sodd
215 Bdarja Bantuen Keuangen
23 BELANA TIDAK TERDUGA
231 Bdaja Tidsk Terducp
Jumieh
74 TRANSER
Surplus (Defist)
3 FEMBAYAAN
31 FENERMAAN DAERAH
311 Pagouneen SsalLedh Pahittmgen Anggaran (SLPA)
312 Pancdran Dana Cadangan
313 |Hasl Panjudan Kekayaen Daarah Yarg Dipisahkan
314 Ragimeen Arjamen Dagreh
315  Ragimeen Kambdi Pambaian Finjamen Dagreh
316 Pagimesn Piutang Dagreh
Jumieh
32 FENGELUARAN DABRAH
321 Pambaniukan Dana Cadangan
322 Payataen Mot (Invedad) Pamainish Dagreh
323 Rambayaran RFokak Utang
34 Rambaian FAnjaren Dagah
Jumieh
33 SsaLenih Pamhiayaen Anggaran (SLPA)
tanggal.

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

(tanda tangan)




LAMARAN XXVII : FERATURAN BUPATI PURWOREIO
NOMOR @ 29 TAHUN 2009
TANGGAL: 13 Jami.iri 2009

REKAPITULAS REALISAS ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

............ nama SKPD
ANGGARAN SETH AH AERUBAHAN REALISAS BERTAMBAH
KMDE REKENING URAIAN URUSAN, CRGANISAS, BENISBHANA JBENISBAANA EERURANG
AROGRAM DAN KEJATAN BARMNG JMAH BARANG JMAH
FEGAWA ASA FEGAWA ASA MODAL ® ©9
1 2 3 4 6=(3+4+5) 7 8 9 10=(7+8+9) 1 12
4
Purworgo, ....... ... .
Kepala SKPD
(nama lengkap)

NIP. .........




LAMARAN XXVIII : FERATURAN BUPATI PURWOREIOD
NOMOR : 29 TAHUN 2009
TANGGAL: 13 Januari 2009

PENJABARAN LAPORAN REALISAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2009

Urusan Pemerintahan : XXX .. ..

Organisasi P XXX XX
JUMLAH (Rp) Bertambah / Berkurang
KODE REKENING URAIAN Anggaran Setelah o PENJELASAN
Perubahan Realisas (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7
Purworgjo ... ...

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

(nama lengkap)
NP




PASAL 5

Berita acara tersebut dibuat dalam rangkap 6 ( enam ) ditutup dan ditandatangani pada
tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan seperiunya masing-masing untuk :

. Lembar 1
. Lembar 2
. Lembar 3
. Lembar 4
. Lembar 5
. Lembar 6

untuk PIHAK PERTAMA

untuk PIHAK KEDUA

untuk Bappeda Kabupaten Purworejo

untuk Inspektorat Kabupaten Purworejo

untuk Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten
Purworejo

untuk UNIT PEMAKAI.

PIHAK KEDUA : PIHAK PERTAMA :

NIP.

NIP.



